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B. Vokal Panjang C.Vokal Diftong
Vokal (a) panjang= a 5 = aw
Vocal (i) panjang=1 s = ay
Vokal (u) panjang= U S = il
] = 1

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (mad), maka caranya dengan

menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti a, T dan @ (., .1). Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”
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ABSTRAK

Ahmad Hidhir Adib, NIM 220204210003. Legalitas Pemberian Izin Pendirian
Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab. Tesis. Program Studi
Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing: (1) H. Mohammad Yahya, M.A., Ph.D (2) Dr.
Muhammad, Lc., M.Th.1

Kebebasan pengekspresian keberagamaan segenap warga Negara
Indonesia dijamin oleh konstitusi, hal ini dituangkan dalam UUD pasal 28 E.
Namun dalam realitanya, masih sering terjadi penolakarfn pendirian rumah
ibadah. Padahal telah diatur rapi dalam SKB 2 menteri antara Menteri Agama dan
Menteri dalam negeri pada tahun 2006. Tentunya dengan berbagai faktor, namun
peneliti fokus pada alasan yang mengatakan bahwa pemberian izin pendirian
rumah ibadah non muslim ini tidak boleh, karena sebuah kemaksiatan. Oleh
karenanya peneliti membahas (1) Apa tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait
persyaratan pendirian rumah ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60
warga setempat? Dan (2) Apa hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah
Non Muslim perspektif 4 madzhab?

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, dengan menggunakan pendekatan
penelitian berupa studi komparatif atau perbandingan madzhab. Di mana peneliti
membahasnya dengan model konten analisis pada literatur 4 madzhab, dengan
menggunakan teori llhag Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum).

Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya; (1) Ulama’
madzhab mengesampingkan formulasi angka, melainkan mempertimbangkan
pada aspek status kenegaraannya. (2) Menurut Madzhab Hanafi, seorang Muslim
boleh memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang
demikian ini tidak bisa dianggap sebagai i’anah ala al-ma’siyat (menolong
kemaksiatan), karena bukan menjadi pemicu langsung. Sedangkan menurut 3
Madzhab lainnya (Maliki, Syafi’i dan Hambali) adalah haram, karena dianggap
sebagai tindakan i’anah ala al-ma’siyat. Kecuali jika mengikuti pendapatnya
‘Izzuddin bin Abdis Salam dalam Madzhab Syafi’i dan Ibnu Rusyd Al-Jad atau
Al-Nafrawi dalam Madzhab Maliki, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.
Kata Kunci : Legalitas, Izin Pendirian, Rumah Ibadah, Non Muslim, Madzhab
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ABSTRACT

Ahmad Hidhir Adib, NIM 220204210003. Legality of Granting Permits to
Establish Non-Muslim Houses of Worship from 4 Madzhab Perspectives.
Thesis. Islamic Studies Program, Postgraduate Program at Maulana Malik
Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: (1) H. Mohammad
Yahya, M.A., Ph.D (2) Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I

Freedom of religious expression for all Indonesian citizens is guaranteed
by the constitution, this is stated in Article 28 E of the Constitution. However, in
reality, there is still often opposition to the establishment of places of worship.
Even though it was neatly regulated in the SKB of 2 ministers between the
Minister of Religion and the Minister of Home Affairs in 2006. Of course there
are various factors, but researchers focus on the reasons that state that granting
permission to establish a place of worship for non-Muslims is not permissible,
because it is a sin. Therefore, the researcher discusses (1) What is the review of
Figh 4 Madzhab regarding the requirements for establishing a place of worship
which requires obtaining permission from 60 local residents? And (2) What is the
law grant permission to establish a place of worship for non-Muslims from the
perspective of the 4 schools of thought?

This type of research is a literature study, using a research approach in the
form of a comparative study or comparison of schools of thought. Where the
researcher discusses this using a content analysis model in the literature of the 4
schools of thought, using the theory of llhag Al-Masail bi Nazairiha (Legal
analogy).

The findings from this research reveal that; (1) Madzhab scholars ignore
the numerical formulation, but instead consider aspects of state status. And (2)
according to the Hanafi Madzhab, a Muslim may give permission to establish a
non-Muslim house of worship. This reason cannot be considered as helping
disobedience, because it is not a direct trigger. Meanwhile, according to other
schools of thought (Maliki, Syafi'i and Hambali) are haram, because they are
considered acts of helping disobedience. Unless you follow the opinion of
‘Izzuddin bin Abdis Salam in the Syafi'i Madzhab and Ibnu Rusyd Al-Jad or Al-
Nafrawi in the Maliki Madzhab, as explained above.

Keywords : Legality, Establishment Permit, House of worship, Non Muslim,
Madzhab
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah bangsa majemuk, yang mana terdiri dari berbagai suku,
agama, ras, dan etnis. Kondisi keberagaman ini tentu saja memberikan dampak
adanya potensi konflik yang sangat tinggi, salah satunya konflik terkait masalah
antaragama. Di antara isu yang sering menjadi konflik antar umat beragama
adalah konflik pendirian rumah ibadah.?

Sebenarnya negara menjamin kebebasan pengekspresian keberagamaan setiap
warga Negara. Hal ini dituangkan dalam pasal 28 E, bahwa mereka dipersilahkan
untuk melaksanakan kegiatan ritual sesuai dengan agama masing-masing.* Namun
minoritas masih sering mendapatkan kesulitan dalam proses pendirian rumah
ibadahnya.”> Topik tersebut paling marak dibandingkan topik lainnya seperti
perkawinan beda agama, perayaan hari keagamaan, bantuan sosial dan lainnya.
Sebab kasus ini cenderung menjadi pemicu adanya ketegangan antar umat
beragama.®

Dalam sejarah Islam sendiri, terdapat beberapa elit agama yang merestui
pembangunan rumah ibadah non muslim berupa gereja. Al-Kindi mengkisahkan
bahwa pada era abad 2 Hijriah terdapat Gubernur Mesir (Ali bin Sulaiman)

merobohkan Gereja, karena kejadian ini beliau dipecat oleh Khalifah Hartn Al-

% Adinda Tenriangke Muchtar et al., Evaluation of the Requirements for the Establishment of
Houses of Worship in the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home
Affairs Number 9 and 8 of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia
(Jakarta Pusat: The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 2024). H. VI

* UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020). H. 156

% Ibrahim Hosen and Nadirsyah Hosen, Ngaji Fikih (Sleman: PT Bentang Pustaka, 2020). H. 272

® Ardiansyah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama
Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 16, no. 1 (2016): 165-82.



Rasyid. Gubernur tersebut diganti dengan Miisa bin Isa, dan beliau membangun
ulang Gereja-gereja yang dirobohkan tadi.

Putusan ini didasarkan pada arahan 2 elit agama yang masyhur pada masanya,
yaitu Laith bin Sa’ad dan Abdullah bin Laht’ah. Beliau berdua
menyatakan “Perbuatan  tersebut (membangun ulang gereja yang telah
dirobohkan) termasuk salah satu sikap memakmurkan negara”. Keduanya
mereportasekan bahwasanya mayoritas Gereja yang ada di Mesir ini tidaklah
dibangun, kecuali pada masanya Islam semenjak zamannya para Sahabat dan
Tabi’in.’

Jika ditarik ke belakang terdapat juga kasus serupa, bahwa Amir Al-Mukminin
ke-2 (Umar bin Khatthab) pernah menandatangani sebuah kesepakatan yang
dikenal dengan Mu ahadat Iliya atau nota kesepakatan Elia pada tahun ke-15
Hijriah. Perjanjian tersebut berisikan berbagai jaminan yang dijanjikan oleh
beliau, di antaranya adalah perlindungan hak hidup, properti, rumah ibadahnya,
dan jaminan kebebasan beragama. Perjanjian ini pun disaksikan oleh kibar al-
sahabat, antara lain adalah Khalid bin Walid, Amr bin ‘Ash, Abdur Rahman bin
‘Auf, dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan.®

Adapun dalam konteks Indonesia, jaminan kebebasan beragama dan
mengekspresikan keberagamaannya sudah diatur secara rapi.’ Bahkan prosesi

pendirian rumah ibadah non muslim yang menjadi topik penelitian ini telah diatur

" Abu Umar bin Yusuf Al-Kindi, Kitab Al-Wulat Wa Kitab Al-Qudhat (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
limiyah, 2003). H. 100

8 Abu Ja’far jarir Al-Thabari, Tarikh Al-Umam Wa Al-Mulik (Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyah,
1997). Juz 2 H. 449

% Rizky Adi Pinandito, “Implementasi Prinsip Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di
Indonesia (Studi Kasus: Tanggung Jawab Negara Dalam Konflik Sampang, Madura),” Jurnal
Pembaharuan Hukum 4, no. 1 (2017): 91, https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1649.



secara rinci dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) atau PBM (peraturan bersama
Mentri) 2 Mentri yang ditetapkan pada 21 Maret 2006 di Jakarta.™

Hingga kini SKB tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam
persoalan pendirian rumah ibadah, meskipun pada awal 2023 terdapat wacana
penyederhanaan syarat pendirian rumah ibadah yang digaungkan oleh Mentri
Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui rancangan peraturan Presiden (perpres). Di
mana ketika hendak mendirikan rumah ibadah, cukup dengan rekomendasi dari
Menag saja.™

Hanya saja keputusan SKB antara Mentri Agama (Muhammad Basyuni) dan
Menteri dalam Negeri (Moh. Ma’ruf) ini ternyata tidak bisa menjadi solusi atas
pelaksanaaan kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia seperti yang
diamanatkan oleh konstitusi (kebebasan beragama), sebab masih banyak pihak
yang mencegah perealisasian amanat tadi.*?

Padahal dalam surat keputusan tersebut sudah dijelaskan secara gamblang,
terlebih dalam pasal 14 yang menerangkan teknis pendirian rumah ibadah. Hanya
saja tindak lanjut di lapangan masih sering menemui kebuntuan. Dalam klausul
tersebut dituliskan;

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;

19 Menteri Agama and Menteri Dalam Negeri, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, 2006.

11 “penyederhanaan Syarat Pendirian Rumah Ibadah: Penghapusan Rekomendasi Fkub Mesti
Diikuti Langkah Progresif Lain,” Setara Institute, 2023, https://setara-
institute.org/penyederhanaan-syarat-pendirian-rumah-ibadah-penghapusan-rekomendasi-fkub-
mesti-diikuti-langkah-progresif-lain/. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

2 Mustaming and Rohana, “Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Persfektif Hukum Positif Dan
Hukum Islam” 4, no. 2 (2020).



a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat
paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh
pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh)
orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota; dan

d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah
daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan
rumah ibadat.*®

Meski telah diatur sedemikian rupa, minoritas masih saja mengalami
kesulitan dalam proses pendirian rumah ibadah. Pada realitanya, meski sudah
memenuhi persyaratan tersebut, proses pendirian rumah ibadah mendapat
penolakan keras dari berbagai elemen masyarakat.*

Bahkan banyak sekali kabar yang memberitakan demikian, antara lain;

1. Penolakan pembangunan Gereja di Solo (2023), karena belum

memiliki izin operasional.*®

3 Agama and Negeri, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9
Tahun 2006.

1 Nany Suryawati and Martika Dini Syaputri, “Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah
Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 3
(2022): 43346, https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.433-446.

15 “Soal Penolakan Pembangunan Gereja Di Nusukan, Gibran: Memang Belum Lengkap Izinnya,”
Republika.Co, 2023, https://news.republika.co.id/berita/rwhtjh436/soal-penolakan-pembangunan-
gereja-di-nusukan-gibran-memang-belum-lengkap-izinnya. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023
pukul 16.30



2. Penolakan pembangunan Gereja di Bandung (2023), alasannya
masyarakat beserta pejabat setempat merasa resah dengan aktifitas
mereka.'®

3. Penolakan pembangunan Gereja di Tanggerang (2023), alasan
penolakannya adalah menjaga keharmonisan.*’

Demikian adalah segelintir kasus saja, faktanya kaum minoritas sering
mendapatkan perlakuan demikian. Hegemoni mayoritanisme sangat berpengaruh
pada fenomena ini, sehingga siapa yang menjadi minoritas maka akan sulit untuk
mendapatkan membangun rumah ibadah atau merenovasinya.’® Banyak kasus
terhambatnya pembangunan rumah ibadah disebabkan oleh persyaratan
administratif yang dianggap menyulitkan kaum minoritas agama di lingkungan
tersebut.™

Menurut reportase jurnalis Republika, sindrom mayoritanisme ini kerap
menjadi ajang balasan.”® Makanya fenomena demikian juga dialami oleh
masyarakat muslim yang kebetulan menjadi minoritas di sebuah daerah, misalnya
adalah proses IMB Masjid Jabal Nur, Manado (Sulawesi Utara) dan Musala

Assafilyah Denpasar (Bali).”* Minoritas sering mendapat kesulitan ini bukan

16 “Jalan Buntu Mendirikan Gereja Di Kabupaten Bandung,” 2023,

https://bandungbergerak.id/article/detail/158766/jalan-buntu-mendirikan-gereja-di-kabupaten-
bandung. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 16.30

" “pembangunan Gereja Di Sindang Jaya Tangerang Ditolak, Warga: Demi Keharmonisan,”
Poskota.co, 2023, https://poskota.co.id/2023/09/14/pembangunan-gereja-di-sindang-jaya-
tangerang-ditolak-warga-demi-keharmonisan. diakses pada tanggal 02 Oktober 2023 pukul 16.30
8 Ann Black, Hossein Esmaeili, and Nadirsyah Hosen, Modern Perspectives On Islamic Law
(Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2013). H. 47

¥ Anifatul Kiftiyah and Tri Sutrisno, “ALIGNING PANCASILA VALUES IN THE
REGULATION FOR,” Pancasila: Jurnal Keindonesiaan 08, no. 39 (2023).

20 Muhammad Hafil, “Bukan Hanya Gereja, Masjid Di Muslim Minoritas Juga Susah Dibangun,”

2022, https://news.republika.co.id/berita/ri7gmv318/bukan-hanya-gereja-masjid-di-muslim-
minoritas-juga-susah-dibangun. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00
2 “Kontroversi Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim,” n.d.,

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/26/0245007 1/kontroversi-pendirian-rumah-ibadah-di-
indonesia?page=all.



hanya terjadi di Indonesia saja. Namun di belahan dunia juga sering, di antaranya
adalah Muslim di Australia dan Inggris.??

Jika ditarik pada beberapa tahun belakangan, salah satu lembaga pemerhati
keberagamaan di Indonesia, Setara Institute pada Tahun 2022 mempublikasikan
temuan mereka atas topik kebebasan beragama di Indonesia.?® Setara institute
mencatat 50 tempat ibadah diganggu dan dirampas hak kebebasan beragama
sepanjang tahun 2022. Antara lain 21 kali di Gereja (18 Gereja Protestan dan 3
Gereja Katolik), 16 kali di Masjid, 6 kali di Wihara, 4 kali di Musala, 2 kali di
pura, dan 1 kali di tempat ibadah penghayat kepercayaan yang diganggu.?
Bahkan sejak 2023 hingga awal Januari 2024, kasus terkait isu pendirian rumah
ibadah tidak kunjung usai.?®

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum
Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention
Center (SICC), Kabupaten Bogor (Selasa 17 Januari 2023), Presiden Jokowi
memberikan peringatan keras kepala daerah peserta Rakornas agar menjamin
kebebasan beribadah dan beragama. Beliau menegaskan bahwa yang demikian
telah dijamin oleh UUD 1945, khususnya Pasal 29 ayat (2). Jaminan
konstitusional ini tidak boleh dinegasikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang

dibuat oleh Pemerintah Daerah dengan beberapa pihak di daerah setempat, seperti

22 Black, Esmaeili, and Hosen, Modern Perspectives On Islamic Law. H. 48

% Yuni Ayu Christanty and Maya Mustika Kartika Sari, “Wacana Toleransi Beragama Pada
Unggahan Akun Tiktok @ Dasadlatifofficial,” n.d., 645-60.

24 «Setara Institute: 50 Rumah Ibadah Diganggu Sepanjang 2022, Jawa Timur Paling Intoleran,”
suaraindo.co, 2023, https://www.suaraindo.id/2023/02/setara-institute-50-rumah-ibadah-diganggu-
sepanjang-2022-jawa-timur-paling-intoleran/. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul
14.00

% Muchtar et al., Evaluation of the Requirements for the Establishment of Houses of Worship in
the Joint Regulation of Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs Number 9 and 8
of 2006 for the Right to Freedom of Religion and Belief in Indonesia.



kesepakatan yang dibuat pemerintah daerah dengan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB) yang melarang pembangunan tempat ibadah.?

Namun tetap saja masih ada kasus penolakan ini, bahkan pasca arahan bapak
Presiden dalam acara tersebut. Menurut reportase Melissa Crouch, terdapat
beberapa kasus penolakan meskipun sudah memenuhi syarat yang ada di regulasi.
Contohnya adalah gereja di Cinere dan gereja Katolik Santa Maria Purwakarta,
yang izinnya dibatalkan pada Oktober 2009.%’

Pakar HAM UNAIR (Haidar Adam) mengatakan bahwa lanskap intoleransi
ini disebabkan adanya ruang bagi masyarakat untuk memanifestasikan tendensi
intoleransi pada pembangunan rumah ibadah. Yakni pada ayat 2 poin b, di mana
disebutkan dalam klausul tersebut bahwa harus mendapatkan dukungan dari 60
warga sekitar. Hal ini tentu menjadi dilematis, sebab terminologi dukungan ini
memberikan opsional pada warga untuk mengizinkannya atau tidak.?

Berangkat dari fakta yang telah disebutkan, maka peneliti fokus pada kasus
penolakan pendirian rumah ibadah non muslim dengan alasan yang demikian
adalah perbuatan haram. Sebab tidak boleh memberikan dukungan terhadap
pendirian rumah ibadah, demikian menurut penuturan Bupati Aceh Singkil (Dul

Mursyid).?° Selain itu, beberapa elit agama juga masif memfatwakan demikian.

% «Wanti-Wanti Jokowi Ke Kepala Daerah Soal Pendirian Tempat Ibadah,” 2023,
https://news.detik.com/berita/d-6521137/wanti-wanti-jokowi-ke-kepala-daerah-soal-pendirian-
tempat-ibadah. diakses pada tanggal 02 November 2023 pukul 14.00

%7 Melissa Crouch, “Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New
Problems , Local Politics and Court Action Implementing the Regulation on Places of Worship in
Indonesia : New Problems , Local Politics and Court Action,” Asian Studies Review 34, no. May
2013 (2010): 37-41, https://doi.org/10.1080/10357823.2010.527921.

%8 Pradnya Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan
Catatan,” UNAIR, 2022, https://unair.ac.id/cilegon-menolak-pembangunan-gereja-pakar-ham-
unair-berikan-catatan/#:~:text=Hal ini dikarenakan bahwa upaya,pembangunan Gereja HKBP di
wilayahnya.

» Ayomi Amindoni, “Kisah Umat Kristen Di Aceh Singkil Yang Terpaksa Beribadah Di Bawah
Tenda: ‘Anak Cucu Kita Janganlah Mengalami Apa Yang Kami Alami,”” BBC Indonesia, 2019,
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50456294.



Putusan tersebut muncul dengan mempertimbangkan kontribusi muslim, bahwa
yang demikian ini dianggap andil dalam mendukung kemusyrikan.*

Sehingga dari realitas ini, peneliti ingin membahas secara mendalam terkait
legalitas pemberian izin rumah ibadah non muslim ini. Agar kerukunan antar umat
beragama tetap terjaga dan tidak ada kasus penolakan lagi. Adapun titik pembeda
pada penelitian ini adalah bahwa peneliti akan membahas ayat 2 poin b terkait
legalitas pemberian izin dari masyarakat muslim atas pendirian rumah ibadah non
muslim perspektif 4 madzhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, dengan
menggunakan teori llhaq Al-Masail bi Nazairiha atau llhdag (Analogi hukum) dan
mengacu pada aspek i ‘anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan).

B. Fokus Penelitian
Mengacu pada paradigma yang telah dibangun di latar belakang, maka
peneliti merumuskan rumusan masalah sebagaimana poin di bawah ini;

1. Apa tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian rumah

ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga setempat?

2. Apa hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim

perspektif 4 madzhab?
C. Tujuan Penelitian
Sebagaimana rumusan masalah yang dicetuskan, maka penelitian ini

bertujuan seperti yang ada di bawah ini;

% Muhammad Alwi, “Ketika Tuhan Dikungkung Dalam Rumah Ibadah,” IBTimes.ID, 2023,
https://ibtimes.id/ketika-tuhan-dikungkung-dalam-rumah-ibadah/.



1. Guna mengetahui tinjauan Fikih 4 Madzhab terkait persyaratan pendirian
rumah ibadah yang mengharuskan mendapatkan izin dari 60 warga
setempat.

2. Guna menjelaskan hukum memberikan izin pendirian rumah ibadah Non

Muslim perspektif 4 madzhab.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini memberikan manfaat pada 2 aspek, yaitu teoritis dan praktis.
Berikut adalah penjabarannya;
1. Aspek Teoritis
Manfaat penelitian yang didapatkan secara teoritis adalah
bahwasanya temuan ini bisa memberikan pemahaman pada umat terkait
legalitas pendirian rumah ibadah non muslim. Selain itu, temuan ini juga
diharapkan menjadi rujukan bagi elit politik dan elit agama dalam
menyikapi pro kontra pendirian rumah ibadah non muslim. Adapun
dalam aspek pengembangan teori, penelitian ini mencoba menerapkan
konsep Ilhag pada ruang lingkup yang berkaitan dengan ganiin
(perundang-undangan).
2. Aspek Praktis
Dari sisi praktis, penelitian ini setidaknya menghasilkan pelbagai
manfaat sebagaimana poin berikut;
a. Bagi lingkungan masyarakat, hasil riset ini bisa menjadi pengetahuan
atau wawasan dalam menyikapi kasus pendirian rumah ibadah non

muslim.
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b. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberikan
pengalaman riset, penelitian karya ilmiah, juga menambah
pengetahuannya atas tema terkait. Sehingga menaikkan kualitas
intelektual dan kepekaan sosial.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang kasus konflik rumah ibadah sudah banyak, hanya saja
mayoritas penelitian tersebut berkutat pada resolusi hukum positif atau
musyawarah. Memandang bahwa masyarakat muslim (sebagai mayoritas) yang
sering menolak pendirian rumah ibadah, maka peneliti hendak mengisi ruang
percakapan dalam topik ini. Yakni menjelaskan kepastian hukum atas pemberian
izin rumah ibadah non muslim.

Di antara riset yang serupa dengan bahasan ini adalah sebagai berikut;

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No. Identitas Riset Persamaan Perbedaan
1. | Wahyudi Sri Wijayanto | Topik pembahasan | Resolusi yang
- Resolusi Konflik | terkait resolusi | ditawarkan.

Pembangunan  Gereja | konflik  penrdirian
Baptis Indonesia Di | rumah ibadah
Tlogosari Semarang.*!

2. | Riko Firdaus, Nurbaiti, | Topik pembahasan | Resolusi yang
Abdul Halim, dan Zaki | terkait resolusi | ditawarkan.
Mubarak - Penyelesaian | konflik pendirian
Konflik Pendirian | rumah ibadah

Rumah Ibadah: Studi
Kasus Konflik Gereja

Methodist Kota
Jambi.*
3. Ali  Sunarno, Firman, | Topik pembahasan | Resolusi yang
Asep lkbal dan Lala | terkait resolusi | ditawarkan.
Indrawati - Upaya | konflik pendirian

Meminimalisir Kasus | rumah ibadah

31 Wahyudi Sri Wijayanto, “Resolusi Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia Di Tlogosari
Semarang,” Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik
Gereja 5, no. 1 (2021), https://doi.org/10.37368/ja.v5i1.235.

%2 Riko Firdaus et al., “Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik
Gereja Methodist Kota Jambi” 4, no. 1 (2023): 433-46, https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.9416.
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Intoleransi Dalam
Pendirian Tempat
Ibadah Demi
Terciptanya Kohesi
Sosial Pada
Masyarakat

Multikultural Di
Kalimantan Tengah.*

4. Ahmad Syaripudin | Pembahasan konsep | Artikel tersebut
dan Zulfikar Alim | i’anah  ala  al- | membahas kasus aspek
Said - Wages For | ma’siyat atau | i’anah ala al-ma’siyat
Work To Build A | menolong dalam konteks menjadi
Non-Moslim  House | kemaksiatan. buru dalam
Of Worship In A pembangunan pendirian
Muslim Majority rumah  ibadah  non
Environment In The muslim, sedangkan
Perspective Of Islamic penelitian  ini  fokus
Law.* pada pemberian izin

pendirian rumah ibadah
non muslim.

5. Abdul Halim dan Zaki | Topiknya sama-sama | Artikel tersebut
Mubarak membahas | membahas  konflik | membahas pola konflik,
terkait pola konflik | pendirian rumah | sedangkan penelitian ini
pendirian rumah | ibadah fokus membahas
ibadah yang terjadi di resolusinya.

Kota jambi.*®

Dari berbagai penelitian di atas, peneliti dalam pembahasan ini hendak
mengisi ruang kosong dalam diskursus ini. Yakni peneliti fokus pada kajian
legalitas seorang muslim memberikan izin rumah ibadah non muslim perspektif 4
madzhab, dengan menggunakan teori llhag Al-Masail bi Nazairiha (Analogi
hukum). Sebab SKB atau PBM Menag dan Mendagri mensyaratkan adanya izin
dari masyarakat setempat, dalam hal ini peneliti membahas hukum seorang

muslim memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim menurut 4

% Ali Sunarno et al., “Upaya Meminimalisir Kasus Intoleransi Dalam Pendirian Tempat Ibadah
Demi Terciptanya Kohesi Sosial Pada Masyarakat Multikultural Di Kalimantan Tengah” 3 (2023):
93-100.

3 Ahmad Syaripudin and Zulfikar Alim Said, “Wages For Work To Build A Non-Moslim House
Of Worship In A Muslim Majority Environment In The Perspective Of Islamic Law” 8, no. 2
(2022): 235-48, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183.2.

% Abdul Halim, “Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural : Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah
Di Kota Jambi” 19, no. 1 (n.d.): 85-109.
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Madzhab. Oleh karenanya peneliti mengangkat judul “Legalitas Pemberian 1zin

Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab”.

F. Definisi Istilah

1. Legalitas
Kosa kata Legalitas merupakan derivasi dari kata “Legal yang
berarti suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
hukum.*® Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas
bermakna sebagai keadaan sah atau sesuatu yang pasti.’’ Dengan
demikian legalitas bisa didefinisikan dengan suatu kegiatan atau benda
yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.
Dalam konteks penelitian ini, peneliti hendak membahas legalitas, yakni
hukum memberikannya ini diperbolehkan atau tidak dalam kaca mata
Fikih 4 Madzhab.
2. Rumah ibadah
SKB 2 Mentri tahun 2006 pada pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Rumah

ibadah sebagai tempat yang memiliki tipologi tertentu, di mana ini
khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluknya. Dan tempat
tersebut permanen adanya, sehingga mengecualikan tempat ibadah yang
dimiliki oleh individual atau keluarga.®® Adapun menurut tokoh, rumah
ibadah merupakan sarana keagamaan yang penting bagi pemeluk agama

di suatu tempat. Selain sebagai simbol "keberadaan™ pemeluk agama,

% Tasya Putu Ni Adella and Dewa Gede Rudy, “Legalitas Perdagangan Program Komputer
Melalui Jejaring Sosial Media Online” 11, no. 4 (2022).

37 “Definisi Legalitas,” n.d., https:/kbbi.web.id/legalitas. diakses pada tanggal 02 November 2023
pukul 14.00

% Agama and Negeri, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9
Tahun 2006. Pasal 1 Ayat 3
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rumah ibadah juga sebagai tempat penyiaran agama dan tempat

melakukan ibadah.*

3. I'anah ala al-ma’siyat
I’anah ala al-ma’siyat merupakan tarkib idafi (gabungan kalimat),
yang terdiri dari diktum i’anah dan al-ma’siyat. Secara leksikal, kata
pertama bermakna menolong dan kata kedua berarti maksiat.
Terminologi ini merepresentasikan sikap atas menolong orang lain dalam
masalah kemaksiatan. Istilah ini juga dikenal dengan adagium i’anah ala
al-haram (menolong orang lain untuk melakukan perbuatan yang haram),
i’anah ala al-mahdzir (menolong orang lain untuk melakukan perbuatan
yang dilarang) dan i’anah ala al-itsm (menolong orang lain untuk
berbuat dosa).*°
G. Sistematika Penelitian
Penelitian dalam tulisan ini dibuat menjadi Lima bab, yang mana isinya akan
dijelaskan sebagaimana redaksi berikut;
1. BAB I

Pada bab yang pertama, peneliti akan menguraikan secara general
terkait konten yang akan dibahas pada tulisan ini. Yang mana peneliti
mengisinya dengan Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah,
Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Orisinalitas Penelitian, Definisi

Istilah, dan Sistematika Penelitian.

%9 Abdul Hakim Bashori, Fungsi Sosial Rumah Ibadah Dari Berbagai Agama (Jakarta: Puslitbang
Kehidupan Beragama Departemen Agama RI, 2004). H. 34

* Hamd Yahya Al-Kamali and Ismail Kadzim Al-lsawi, Qa’idah Al-I’anah Ala Al-Haram
(Sharjah: Majalah Universitas Sharjahol., 2020). H. 79-82
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2. BAB I

Pada bab yang kedua, peneliti membahas kajian terkait 3 tema.
Yaitu kajian teori, perspektif teori dalam Islam dan kerangka konseptual.
. BAB Il

Pada bab ketiga, peneliti mendeskripsikan metode penelitian yang
diterapkan. Yaitu Pendekatan dan Jenis Penelitian, Data dan Sumber
Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan
Keabsahan Data, Analisis Data dan Prosedur Penelitian.
. BAB IV

Pada Bab ini akan dibahas secara mendetail terkait temuan dari
penelitian peneliti dan diisi dengan pembahasan dari temuan penelitian
ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dicetuskan.
. BABV
Pada bab penutup, peneliti menyampaikan kesimpulan terkait

pembahasan yang kemudian dilanjut dengan pemberian saran.



BAB Il
KAJIAN PUSTAKA
A. Tinjauan Pustaka

1. Regulasi Pendirian Rumah Ibadah

Regulasi pendirian rumah ibadah ini merupakan tindak lanjut dari
pembahasan yang dilakukan oleh Jaksa Agung, Menteri Hukum dan Hak asasi
manusia, serta elemen masyarakat lainnya. Regulasi ini muncul untuk menyikapi
fenomena seringnya terjadi konflik antar umat beragama, terkhusus dalam konteks
penolakan rumah ibadah. Oleh karenanya disahkanlah SKB 2 Menteri yang
mengatur pendirian rumah ibadah.*

Proses pendirian rumah ibadah di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan
Bersama (SKB) atau PBM (peraturan bersama Mentri) 2 Mentri yang ditetapkan
di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2006. Kedua mentri tersebut adalah Mentri
Agama (Muhammad Basyuni) dan Menteri dalam Negeri (Moh. Ma’ruf).
Terdapat banyak sekali syarat yang harus diepnuhi jika ingin mendirikan rumah
ibadah, dalam klausul tersebut dituliskan;

1. Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan
persyaratan teknis bangunan gedung.
2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi;
a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat

paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh

* Ismardi, “Pendirian Rumah Ibadat Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri
Dalam Negeri No. 8 Dan 9 Tahun 2006,” Toleransi: Media llmiah Umat Beragama, 2011.

15
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pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh)
orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

c. Rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama
kabupaten/kota; dan

d. Rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.

3. Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah
daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan
rumah ibadat.*?

Syarat demikian berbeda dengan regulasi pendirian rumah ibadah di Aceh, di
mana diatur dengan menggunakan peraturan Gubernur, bukan SKB 2 Menteri
2006. Sebab Aceh memilik hak otonom atas daerahnya. Adapun syarat formulasi
angka di Aceh ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 60 dan 90 di SKB.
Dalam Qanun tahun 2007 pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwasanya untuk mendirikan
rumah ibadah ini disyaratkan harus terdapat 150 pengguna dan izin dari 120
warga sekitar.*®

Menurut Faig Tobroni, Qanun tersebut berkontribusi terhadap polarisasi
ekspresi kebebasan beragama, khususnya mengenai jumlah tempat ibadah bagi

kelompok minoritas di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Beberapa agama sudah

*2 Agama and Negeri, Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9
Tahun 2006.

# “PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 25 TAHUN
2007,” Dinas Syariat Islam Aceh, 2007,
https://dsi.acehprov.go.id/media/2023.07/peraturan_gubernur_nanggroe_aceh_darussalam_nomor
_25_tahun_2007_tentang_pedoman_pendirian_rumah_ibadahl.pdf.
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memiliki jumlah tempat ibadah yang proporsional dengan jumlah penganutnya,
ada yang memiliki lebih dari standar penganutnya, dan ada pula yang tidak
memiliki jumlah tempat ibadah yang proporsional dengan jumlah penganutnya
yang diwajibkan oleh Qanun. Klausul yang harus ditinjau ulang adalah jumlah
pendukung, tingkat daerah dalam pemenuhan jumlah pendukung, dan kategori
warga sebagai pendukung.**

Terkait formulasi angka yang ada di regulasi, dapat dipahami bahwa alasan
adanya klausul demikian adalah untuk menjaga ketertiban umum, mengingat
Negara Indonesia adalah negara yang plural yang memiliki berbagai agama dan
kepercayaan. Meskipun telah diatur secara rinci, faktanya sering terjadi penolakan
atas pendirian rumah ibadah, tentunya dengan berbagai alasan.*

Menurut pakar HAM Universitas Airlangga (Haidar Adam), regulasi tersebut
justru mengekang amanat konstitusi atas jaminan kebebasan beragama. Sebab
klausul demikian ini menyulitkan, terlebih adanya persyaratan sejumlah 90 dan 60
yang tidak ada landasan akademiknya. Seharusnya pembatasan dalam pendirian
rumah ibadah harus didasarkan oleh batas yang netral, bukan preferensi
keagamaan seseorang terhadap agama orang lain.*®

Peraturan tersebut tampaknya mempersulit kelompok agama minoritas untuk
membangun rumah ibadah. Telah terbukti bahwa peraturan baru sebenarnya

membatasi, alih-alih menjunjung tinggi hak atas kebebasan beragama, terutama

* Faiq Tobroni, Local-Sharia Regulations and Religious Expression in Aceh : Criticism of the
Qanun about Establishing Places of Worship, vol. 55, 2021.

* Ardiansyah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri
Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.”

* Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan.”
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bagi minoritas agama di Indonesia. Kecuali negara mengubah Peraturan Baru dan
secara proaktif menangani konflik di tempat-tempat ibadah.*’

Bahkan peraturan tersebut berimplikasi pada disharmoni umat beragama dan
terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.*® Sudah waktunya peraturan terkait
pembangunan untuk ditinjau dan disempurnakan, sehingga hubungan antara
komunitas minoritas dan agama mayoritas dapat dipertahankan secara memadai.*®
Sebab peraturan terkait pendirian rumah ibadah ini seakan mengkebiri keadilan
kaum minoritas, sehingga perlu dilakukan rekonstruksi Sendi Peraturan Menteri
nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.>

2. Konteks Rumah Ibadah

Peneliti membahas kasus ini pada konteks proses pendirian rumah ibadah
yang diakui oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan
Khonghucu.”® Sehingga mengecualikan kepercayaan lain yang tidak dijamin
kebebasan pengekspresiaan ritual keagamaannya.

Peneliti membahas kasus ini dalam konteks masyarakat muslim yang dimintai
persetujuannya dalam memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim. Oleh
karenanya peneliti mencetuskan judul penelitian “Legalitas Pemberian Izin

Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim Perspektif 4 Madzhab”. Yakni hukum

*" Melissa Crouch, “REGULATING PLACES OF WORSHIP IN INDONESIA : UPHOLDING
FREEDOM OF RELIGION FOR RELIGIOUS MINORITIES ?,” Singapore Journal of Legal
Studies +, no. July (2007): 96-116, https://www.jstor.org/stable/24869039.

*® Binsar Antoni Hutabarat, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang
Pendirian Rumah Ibadah,” Societas Dei: Jurnal Agama Dan Masyarakat 4, no. 1 (2017): 8,
https://doi.org/10.33550/sd.v4i1.41.

* Arifinsyah Arifinsyah and Ahmad Sofian, “Regulation on Worship House Establishment and
Implication towards Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia,” International
Journal of Social Sciences 4, no. 1 (2021): 10613, https://doi.org/10.31295/ijss.v4n1.1396.

* Budi Sulistiyo, Anis Mashdurohatun, and Sri Endah Wahyuningsih, “Legal Reconstruction of
the Requirement for the Establishment of the House of Worship Based on Justice Values,”
Scholars International Journal of Law, Crime and Justice 7956 (2023): 27-34,
https://doi.org/10.36348/sijlcj.2023.v06i01.005.

*! Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal
29 Ayat 2 UUD 1945”2 (2015): 1-14.
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seorang muslim memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim, ditinjau
dari paradigma fikih 4 madzhab.

Pencetusan hukum ini ditempuh melalui teori lhaq Al-Masail bi Nazairiha
(Analogi hukum), yang menitik beratkan pada aspek i’anah ala al-ma’siyat atau
menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan. Berikut adalah flowchart dari

penelitian ini;
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B. Perspektif Teori

Memandang bahwa kasus pemberian izin pendirian rumah ibadah Non
Muslim ini merupakan kasus kontemporer yang tentunya tidak ditemukan
pembahasannya di literatur fikih klasik, maka peneliti dalam hal ini akan
mencetuskan hukum dengan menggunakan teori llhag Al-Masail bi Nazairiha
(Analogi hukum). Sebuah teori penganalogian hukum yang familiar dengan
nomenklatur ladagqi, Takhrij al-furii’ ala al-furid’, atau jamak juga disebut dengan
Tandzir.>? Berikut adalah pembahasannya;

1. Definisi dan Konsep teori

Secara bahasa, Ilh@g bermakna menyamakan hukum.>®* Adapun secara istilah
bermakna memutuskan hukum dengan menganalogikan kasus ini dengan kasus-
kasus yang serupa dalam pembahasan literatur fikih klasik dari 4 madzhab.>*

Sehingga peneliti akan menggunakan metode llhdagi, bukan agwali
(mengikuti pendapat yang sudah ada dalam literatur fikih).>> Sebab kasus yang
dibahas ini tidak ada referensi yang spesifik, sehingga peneliti akan
menganalogikannya dengan kasus yang mirip dengannya, tentunya proses ini
tetap dalam ruang lingkup 4 Madzhab saja.”

Sebenarnya kasus pendirian rumah ibadah ini terdapat pembahasan yang rinci
di fikih klasik, hanya saja karena geopolitiknya berbeda. Sehingga tidak
memungkinkan untuk menjadikannya rujukan pada kasus kontemporer ini, yang

mana geopolitiknya menjunjung tinggi kebebasan. Sebab menurut penuturan Al-

%2 Zulfa Musthofa, Al-Fatwa Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Mutafaqqgihi Jahluhu (Jakarta Selatan:
Mayang Publishing, 2021). H. 200

> Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa i/, 1926-1999 (Yogyakarta: LKIS,
2004). H. 122

* PBNU, Ahkam Al-Fugaha’ Fi Mugarrat Mu tamarat Nahdlat Al-Ulama’ (Surabaya: Khalista,
2011). H. 470

% Ahmad Muhtadi Anshor, Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama’ (Yogyakarta: Teras, 2012). H. 132
% Abdul Muchit Muzadi, NU Dan Figh Konstektual (Yogyakarta: LKPS, 1994). H. 58-59
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Qarafi, memberikan putusan hukum harus menyesuaikan keadaan. Tidak boleh
memaksakan keterangan di zaman dahulu, dengan mengaplikasikannya pada
kasusitik di zaman sekarang.®” Afifuddin Muhajir pun juga menyatakan hal yang
sama, bahwa ketika telah ada rumusannya namun berbeda situasi, kondisi dan
tradisinya, maka keterangan tersebut tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan
dalam menghukumi suatu kasus.*®
Maka putusan hukum atas kasuistik yang belum ada hukumnya merupakan
keniscayaan bagi para elit agama.”® Ketika kasus yang dibahas ini tidak
diketemukan keterangan yang membahasnya, maka dilakukanlah penganalogian
hukum.®®
Oleh karenanya peneliti menggunakan pendekatan llhdg Al-Masail bi
Nazairiha atau llhag (Analogi hukum), dalam prosesnya dibutuhkan pada 3 aspek
(rukun). Yaitu sebagai berikut;
a. Mulkaq (kasus yang akan dianalogikan hukumnya)
b. Mulhag bih (kasus yang dijadikan sebagai padanan hukum)
c. Wajh al-ilkag (sisi keserupaan substansi).®*
2. Legitimasi Teori
Teori llhag Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum) bersumber dari arahan
Sayyidina Umar bin Khatthab pada Abu Miisa Al-Asy’arT yang bertugas sebagai

elit agama. Bahwa jika memutuskan sesuatu harus berdasarkan teks keagamaan

> Abu Al-Abbas Al-Qarafi, Al-Furig (Beirut: Alam Al-Kutub, n.d.). Juz 1 H. 191

*8 Abdul Wafi, Reformasi Bermadzhab Dalam NU (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2022). H.
346

> Husein Muhammad, Menuiju Figh Baru (Yogyakarta: Ircisod, 2020). H. 13

% Daud K Fathonah and Mohammad Ridlwan Hambali, “The Methods Of Istinbath Nahdlatul
Ulama (Nu): A Study On Fatwa Strategy In The Bahts Al-Masail Tradition In Indonesia,”
Millennial : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 2 (2022): 1-22,
https://jurnal.alhamidiyah.ac.id/index.php/Millennial/article/view/182/172.

1 LBM PWNU Jawa Timur, Panduan Bahtsul Masail PWNU Jatim (Surabaya: PWNU Jawa
Timur, n.d.).
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(Al-Qur’an dan Hadis), jika tidak menemukannya maka putuskanlah berdasarkan
putusan hukum yang serupa dengan kasus yang dihadapinya.®

Riwayat ini direkam oleh Al-Daruquthni dalam sunan-nya, logikanya adalah
bahwa teks keagamaan sudah paripurna sedangkan kasus atau realitas yang terjadi
di masyarakat ini terus menerus terbarui.®®* Oleh karenanya dipakailah teori 114ag
Al-Masail bi Nazairiha atau llhdag (Analogi hukum), dan Imam Al-Suyuthi
menyatakan bahwa riwayat tersebut merupakan dalil yang paling eksplisit terkait
legitimasi teori Ilhag Al-Masail bi Nazairiha.®*

Konsep llkaq ini dilegitimasi oleh 7aj al-din Al-Subki dan diafirmasi oleh
anotasinya, yakni Jalal al-din Al-Mahalli dan Hasan Al-Atthar.®® Bahkan Al-
Hafidz Al-Iragi menyatakan bahwa lebih utama menggunakan teori llhaq Al-
Masail bi Nazairiha atau llhaq (Analogi hukum) dari pada mencetuskan hukum
secara independen (melalui istinbath sendiri), sebab dengan menggunakan teori
tersebut berarti tetap menginduk pada pandangan ulama’ otoritatif.*®

3. Operasional Teori

Teori ini tak ubahnya seperti metode giyas sebagai istinbat hukum, hanya
saja objek padanannya saja yang beda.®” Qiyas menginduk ke Al-Qur’an dan Al-

Sunnah, sedangkan llhag menginduk kepada keterangan ulama’.®® Sehingga titik

62 Abdullah bin Sulaiman AL-Jarhazi, Al-Mawahib Al-Saniyyah Ala Faraid Al-Bahiyyah (Beirut:
Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996). Juz 1 H. 68

% Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, Hasyiyah Al-Fawaid Al-Janiyyah Ala Al-Mawahib Al-
Saniyyah (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 1996). Juz 1 H. 68

® Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa Al-Nadzair. H. 6

% Hasan Al-Atthar, Hasyiyah Al-Atthar Ala Syarh Al-dalal Al-Mahalli Ala Jam’ Al-Jawami’
(Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyyah, 1999). Juz 2 H. 403

% Abdullah Yusuf Azam, Al-Qawaid Al-Fighiyyah (Maktabah Syamilah Al-Dzahbiyyah, n.d.),
https://ketabonline.com/ar/books/7868. H. 3

¢7 Sukron Mamun, “Bahtsul Masa’il Nu; Antara Ijtihad Dan Ikhtiyat Sukron Ma’mun,” n.d., 63—
86.

% Muhammad Suhufi, “Fatwa Dan Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia” 8 (2010): 55—68.
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persamaannya adalah penganalogian suatu kasus yang tidak ditemukan
keterangannya.®

Adapun prosedur atau cara kerja teori llhag Al-Masail bi Nazairiha atau
Ilhaq ini adalah sebagai berikut;

a. Memahami kasus (tashawwur al-Mas’alah) yang akan dianalogikan
hukumnya (Mulkdag) dengan benar.

b. Mencari padanan kasus (Mulkdg bih) yang telah tercantum dalam
literatur otoritatif, atas dasar adanya persamaan atau keserupaan
substansi antara keduanya (wajh al-11kaq).

c. Menetapkan hukum Mulkdag dengan hukum yang sama seperti
hukumnya Mulhag bih.™

Contoh pengaplikasian dari teori ini adalah sebagaimana penganalogian
dalam kasus penggusuran tanah untuk jalan tol (infrastruktur pemerintah) yang
disamakan dengan penggusuran tanah karena perluasan masjid.”

Tabel 2 Skema Teori llhdaq Al-Masadil bi Nazairiha atau Ilhag

Mulhag Mulhag bih Wajh al-ilzag
(kasus yang akan (kasus yang dijadikan (sisi keserupaan
dianalogikan sebagai padanan hukum) substansi)

hukumnya)

Penggusuran tanah untuk | Menggusur tanah masyarakat | Penggusuran untuk
keperluan jalan tol untuk keperluan masjid kepentingan umum

Dalam literatur klasik disebutkan kebolehan menggusur tanah masyarakat
untuk keperluan masjid, kasus ini sebagai Mulkag bih. Adapun penggusuran tanah
untuk keperluan jalan tol ini sebagai Mulkag, sedangkan sisi kesamaan

substansinya atau wajh al- llkag adalah penggusuran untuk kepentingan umum.

% Musthofa, Al-Fatwa Wa Ma La Yanbaghi Li Al-Mutafaqqihi Jahluhu. H. 201

“LBM PWNU Jawa Timur, Panduan Bahtsul Masail PWNU Jatim. H. 13

! Riza Rifani, “Konsep Ilhaq Al-Masail Bi Nazhairiha Dan Metode Penerapannya Pada Kasus
Kontemporer” 8742 (2023).
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Sehingga putusan hukumnya disamakan antara keduanya. Karena hukum asal dari
Mulkag bih adalah boleh, maka putusan hukum atas Mulkdg ini dihukumi sama
dengannya. Di antara masalah lain yang diputuskan dengan metode ini adalah

Vasektomi, Tubektomi, reksadana, hutang negara, sandiwara dll.”

2 Luthfi Hadi Aminuddin, Dari Qawli Hingga Manhaji (Dinamika Metode Penetapan Fatwa
Hukum Islam Di Nahdlatul Ulama) (Surabaya: PW LTN NU Jawa Timur, 2022). H. 208-210



BAB I11
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka, yakni suatu penelitian yang
menjadikan buku atau literatur sebagai objek kajian.”* Dengan demikian,
penelitian ini akan mengambil data dari karyanya para elit agama dari kalangan 4
madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali). Yang mana nanti akan ditunjang
dengan berbagai literatur serupa, guna memperkaya wacana dalam penelitian ini.

Adapun model pendekatan penelitiannya adalah studi komparatif atau
perbandingan madzhab, yaitu jenis penelitian hukum Islam yang berorientasi pada
usaha untuk menampilkan argumentasi masing-masing madzhab."

Sehingga dalam penelitian ini, peneliti melakukan konten analisis dengan
mengkomparasikan pandangan 4 madzhab terkait kasus seorang Muslim
memberikan izin pendirian rumah ibadah Non Muslim, dengan menggunakan
landasan teori llhag Al-Masail bi Nazairiha (analogi hukum).

B. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber diperolehnya data sebagai bahan penelitian.”

Jenis data terbagi menjadi 2, yakni data primer yang berarti data yang diambil dari

objek penelitian. Sedang data sekunder adalah data yang diperoleh sebagai

® lwan Hermawan, Teknik Menulis Karya llmiah Berbasis Aplikasi Dan Metodologi (Kuningan:
Hidayatul Qur’an, 2019). H. 27

" Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi penelitian hukum Islam. (Jakarta: PT
Kharisma Putra Utama, 2016). H. 56

7> Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Makassar: CV. syakir Media Press, 2021). H.
12

26
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penunjang terhadap objek penelitian.”® Dan dalam penelitian ini, data primernya
adalah literatur otoritatif dalam 4 madzhab.

Munas (Musyawarah Nasional) Alim Ulama’ NU di Sukolilo pada tahun
2006 mencetuskan sebuah konsep dari literatur otoritatif. Di mana untuk
menyematkan keotoritatifan ini didasarkan pada 3 aspek, yaitu kredibilitas penulis
(berafiliasi sunni, memiliki sifat wara’ dan pengetahuan yang komprehensif),
kontennya (jika pendapatnya sendiri, maka parameternya adalah argumentasinya.
Namun jika berupa kutipan, maka acuannya adalah validitas kutipannya) dan
mendapat pengakuan dari komunitas madzhabnya.”’

Berikut adalah beberapa judul kitab yang dianggap sebagai rujukan otoritatif
yang bisa merepresentasikan pandangan madzhab;

1. Madzhab Hanafi

Literatur otoritatif di Madzhab Hanafi dibagi menjadi 3 klaster, antara lain;

a. Kutub dzahir al-riwayat (literatur yang memuat riwayat imam Aba
Hanifah, Aba Yasuf dan Muhammad Al-Syaibani) yang berjumlah
6, antara lain Al-Jami’ Al-Shaghir, Al-Jami’ Al-Kabir, Al-Siyar Al-
Shaghir, Al-Siyar Al-Kabir, Al-Mabsiith, dan Al-Ziyadaat,

b. Masail al-nawadir (kasus yang tidak disebutkan oleh ketiga imam
madzhab dalam literatur dzahir al-riwayat) seperti karyanya
Muhammad selainnya yang Dberjudul Al-Kaisaniyyat, Al-
Haruniyyat, Al-Jurjaniyyat, Al-Rugqiyyat, dan karyanya Aba Yasuf

yang berjudul Al-Amalr; dan

76 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2014). H. 31
" PBNU, Ahkam Al-Fugaha’ Fi Mugarrat Mu tamarat Nahdlat Al-Ulama’. H. 863
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c. Al-Wagi'at (literatur hasil istinbath para ulama’ kurun
muta’akhhirin atau pasca eranya Abu Yuasuf dan Muhammad Al-
Syaibani atau murid dari murid keduanya) seperti Al-Nawazil li Al-
Fagih (Abu Al-Laits Al-Samarqandi), Majmii’ Al-Nawazil wa Al-
Wagi'ar (Al-Nathifi), Al-Wagi’at (Al-Shadr Al-Syahid) dIl.”

Ketika ternyata terdapat keterangan yang bertentangan pendapatnya, maka
keterangan yang ada di kitab jenis dzahir al-riwayat ini tidak bisa digunakan.
Sebab yang dipertimbangkan oleh para mu#arrir (penyeleksi pendapat madzhab)
adalah kuatnya dalil dan kesesuaian dengan kaedah imam madzhab.”

Pada perkembangan selanjutnya, rujukan yang dianggap otoritatif ini
berkembang menjadi model resume dan anotasi. Sehingga menghasilkan banyak
sekali literatur yang mewakili pandangan madzhab. Misalnya adalah Al-Mabsiith
(Al-Sarakhsyi), Hasyiyah Ibnu Abidin, Badai’i al- sana’i’ (Al-Kasani), Kanz Al-
Dagaiq (Al-Nasafi), Al-Hidayah (Al-Marghinani), Tabyin Al-Haqaiq (Al-Zayla’1),
Fath Al-Qadir (Ibnu Al-Himam) dan beberapa literatur lainnya.*

2. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki membagi literaturnya menjadi 2, yakni Figh Nadzari
(literatur fikih yang memuat semua diskursus) dan Figh Tathbigi (literatur fikih
yang hanya memuat satu diskursus saja atau kompilasi fatwa). Dalam penelitian
ini, peneliti hanya merujuk pada literatur jenis pertama seperti Mukhtashar Khalil
(Khalil bin Ishaq) dan anotasinya, Al-Mukhtashar Al-Fighi (lbnu ‘Arafah),

Audhah Al-Masalik (Al-Rahiini), Hasyiyah Al-Dasigr Ala Al-Syarh Al-Kabir (Al-

"8 Ibnu ’ Abidin, Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). Juz 1 H. 69
™ Muhammad Ibrahim Ahmad Ali and Abdul Aziz Ali, Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyyah Al-
Malikiyyah Al-Syafiiyyah Al-Hanabilah (Kuwait: Al-Wa’y Al-Islami, 2012). H. 102

8% PBNU, Ahkam Al-Fugaha’ Fi Mugarrat Mu tamarat Nahdlat Al-Ulama’. H. 864-865
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Dasiiqi),”* Al-Syamil (Bahram Al-Damiri), Jami’ Al-Ummahat (Ibnu Al- Hajib),
Al-Fawakih Al-Dawani (Al-Nafrawi), dan literatur lainnya.®

3. Madzhab Syafi’i

Perspektif Madzhab Syafi’i, sebuah literatur dianggap otoritatif, ketika
pendapat tersebut telah diseleksi oleh Imam Al-Nawawi dan Al-Rafi’i dalam
kapasitasnya sebagai mujtahid tarjih. Sehingga literatur (pendapat) yang ada
sebelum era keduanya tidak bisa dipakai, hingga bisa dipastikan bahwa pendapat
tersebut memang sesuai dengan kaedah madzhab.®®

Bahkan sekalipun pendapatnya Imam Al-Syafi’i, maka tetap Yyang
didahulukan adalah pendapat yang diseleksi oleh keduanya. Alasannya adalah
karena menyesuaikan dengan kaedah Imam Al-Syafi’1 sendiri, sehingga ketika
pendapatnya Imam Al-Syafi’1 bertentangan dengan kaedahnya, maka kaedahnya
yang diunggulkan.®

Hirarki pendapat yang dianggap otoritatif dalam madzhab Syafi’i adalah
pendapat yang disepakati oleh Syaikhan (Al-Nawawi dan Al-Rafi’1), Namun
ketika ternyata antara keduanya berbeda pendapat, maka yang diunggulkan adalah
Imam Al-Nawawi. Ketika ditemukan bahwasanya Imam Al-Nawawi tidak
menyeleksi satu pandangan, maka berpijak pada pentarjihannya Imam Al-Rafi’1,

lalu pendapat yang diunggulkan mayoritas, orang yang paling pakar dan wara %

81 Ali and Ali, Al-Madzhab Inda Al-Hanafiyyah Al-Malikiyyah Al-Syafi iyyah Al-Hanabilah. H.
261

82 PBNU, Ahkam Al-Fugaha’ Fi Mugarrat Mu tamarat Nahdlat Al-Ulama’. H. 867

8 Ibnu Hajar Al-Haitami, Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj (Beirut: Dar Thya’ Turats Al-
Arabi, 1983). Juz 1 H. 39

8 Sulaiman Al-Kurdi, Al-Fawaid Al-Madaniyyah (Damaskus: Dar Nur Al-Shabah, 2011). H. 43

8 Abu Bakar Syatha’ Al-Bakri, I’anah Al-Thalibin Fi Hall Alfadz Fath Al-Mu’in (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-l1Imiyyah, 2015). Juz 1 H. 27
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Peneliti membahas topik ini dengan merujuk pada karya Al-Nawawi dan
literatur yang ditulis setelahnya seperti Fath al-garib, Fath Al-Mu’in, Fath Al-
Wahhab, Asna Al-Mathalib, dan anotasinya serta beberapa literatur lainnya.

4. Madzhab Hambali

Adapun untuk Madzhab Hambali, peneliti merujuk pada literatur
otoritatifnya seperti Muntaha Al-Iradat dan anotasinya, Dalil al-Thalib, Al-Igna’,
Zad Al-Mustagni’, Al-Mughm',86 Al-Furi’, Al-Insaf, Mathalib uli Al-Nuha,
Kasyyaf Al-Qinna’, dan beberapa literatur lainnya.®’

Adapun data sekundernya adalah literatur keagamaan, fikih komparatif (Al-
Majmii’ Syarh AI-Muhaddzab karya Al-Nawawi Al-Syafi’1, Al-Mughni karya lbnu
Qudamah Al-Hambali, Al-Muhalla karya lbnu Hazm Al-Dzahiri, Bidayat Al-
Mujtahid karya Ibnu Rusyd Al- Hafid Al-Maliki, Al-Figh Ala Madzahib Al-
Arba’ah karya Al-Jaziri, Al-figh Al-Islami wa Adillatuh karya Wahbah Al-Zuhaili
dan Mausii’ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah) dan seperangkat literatur lainnya
yang menunjang kompleksitas data ini.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sarana yang dipakai untuk mengumpulkan data.®
Adapun dalam penelitian ini instrumen penelitiannya menggunakan model
observasi, yakni riset dari segala data yang serupa dengan judul penelitian ini

terkhusus studi literatur yang dijadikan objek penelitian.®® Di samping itu, peneliti

8 Nuruddin Ali Jum’ah, Al-Bayan Li Ma Yusghil Al-Adzhan (Kairo: Dar Al-Mugattham, 2009).

8 PBNU, Ahkam Al-Fugaha’ Fi Mugarrat Mu tamarat Nahdlat Al-Ulama’. H. 868

8 Arikunto Suharmi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” Jakarta: Rineka Cipta,
2012.H.21

8 |wan Hermawan, “Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed
Method ) - IWAN HERMAWAN, S.Ag.,M.Pd.I - Google Buku,” Hidayatul Quran, 2019. H. 38
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juga mengkaji beberapa literatur lain yang relevan dengan pembahasan yang
diangkat.
D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teknik dokumentasi. Yaitu usaha
mengumpukan data dengan menelaah sumber tertulis, baik berupa buku, laporan
atau informasi lainnya yang diperlukan dalam penelitian.®

Dengan demikian peneliti mengumpulkan data dari sumber primer dan
sekunder. Setelah data terkumpul, maka dilakukan konseptualisasi. Lalu dianalisa
dan dikaji secara mendalam, kemudian ditutup dengan penyampaian kesimpulan
dan saran.
E. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti memverifikasi data dengan membandingkan teks
kitab yang diterbitkan oleh maktabah syamilah dan penerbit, kemudian membaca
literatur fikih kepada akademisi yang berkompeten, mengkaji anotasi dan
beberapa resumenya. Di samping itu, peneliti juga mengkaji beberapa literatur
yang terkait dengan pembahasan ini (baik dari kitab, buku, maupun jurnal dll).
F. Analisis Data

Analisis data adalah langkah menarasikan dan mensistematiskan data yang
telah diperoleh, sehingga bisa dipublikasikan kepada khalayak.”*

Dengan demikian, peneliti mereduksi data dari sumber data yang telah ada.
Lalu diinterpretasikan dan disajikan dengan narasi, kemudian dikomparasikan dan

ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

% Amir Hamzah, Penelitian Berbasis Proyek Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D Kajian
Teoritik Dan Contoh-Contoh Penerapannya (Malang: Literasi Nusantara, 2019). H. 29
% Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020). H. 20
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G. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian studi pustaka menurut Carol Kuhlthau, sebagaimana yang
dikutip oleh Mirzaqon adalah dengan memilih topik, mencari data, membatasi
fokus riset, menyajikan data dan menarasikan hasil penelitian.*

Sehingga peneliti mengkaji keterangan luteratur fikih 4 madzhab terkait topik
yang dibahas, dan membaca anotasinya, serta beberapa literatur lainnya yang
relevan dengan pembahasan ini. Lalu dilakukan sebuah analisis untuk menjawab

rumusan masalah, kemudian dinarasikan dan disajikan sebagai hasil penelitian.

% Budi Purwoko and Abdi Mirzaqon, “Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik
Konseling Expressive Writing Library Research Of The Basic Theory And Practice Of Expressive
Writing Counseling,” BK Unesa, 2018.



BAB IV
PEMBAHASAN
A. Persyaratan Pendirian Rumah Ibadah

Mendapatkan dukungan dari 60 warga sekitar dan ketercapaian 90 orang yang
hendak beribadah merupakan salah satu syarat yang cukup sulit direalisasikan.
Sehingga tidak mengherankan jika Haidar Adam mempertanyakan landasan
akademik dari formulasi angka tadi.** Namun menurut Ardiansyah, hal demikian
ini dilandaskan pada logika penjagaan ketertiban umum, agar keberadaan rumah
ibadah ini menjadi tertata.**

Adapun dalam konteks fikih Klasik, persyaratan demikian ini tidak ada.
Ulama’ madzhab mengesampingkan terkait formulasi angka, melainkan
mempertimbangkan pada aspek status kenegaraannya. Berikut adalah
Klasifikasinya;

1. Madzhab Hanafi

Ibnu Al-Himam menjelaskan bahwasanya status kenegaraan dalam
pandangan Madzhab Hanafi ini dibagi menjadi 3, berikut adalah klasifikasinya
dan implikasinya;*

Tabel 3 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hanafi

No. Status Kenegaraan Implikasi
1. | Daerah yang didirikan oleh umat Islam, | Tidak diperbolehkan
seperti Bashrah, Kufah, Baghdad, | mendirikan rumah ibadah non
Wasit (Irak). muslim.
2. | Daerah yang ditaklukkan dengan | Tidak diperbolehkan
peperangan atau ‘anawah mendirikan rumah ibadah non
muslim, tapi rumah ibadah
yang ada boleh digunakan.

% Wicaksana, “Cilegon Menolak Pembangunan Gereja, Pakar HAM UNAIR Berikan Catatan.”

% Ardiansyah, “Legalitas Pendirian Rumah Ibadat Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri
Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.”

% Ibnu Al-Himam, Fath Al-Qadir (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 5 H. 68
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3. | Daerah yang ditaklukkan tanpa | Diperinci. Jika dalam
peperangan (rekonsiliasi) atau shulu rekonsiliasi  terdapat klausul
bahwa status tanah masih milik
mereka, namun mereka
menyanggupi untuk membayar
upeti, maka diperbolehkan
mendirikan rumah ibadah dll.
Sedangkan  jika  tanahnya
menjadi milik orang Islam,
maka kebebasan beragama
disesuaikan dengan  klausul
dalam rekonsiliasi.

Keterangan serupa juga disebutkan oleh Al-Nasafi,”® dan para komentatornya
seperti Ibnu Nujaim,” Fakhruddin Al-Zayla’1,?® dan Sirgjuddin Umar Nujaim.*®
Selain itu, ada juga Abdur Rahman Afandi,'® Al-Sarakhsyi,'® Al-Kasani,'%
Badruddin Al-*Aini,'® dan Akmaluddin Al-Babiriti,"** lain-lain.

Ketika membahas ini dalam anotasinya, Ibnu Abidin memberikan keterangan
tambahan terkait sengketa status tanah. Bahwasanya jika non muslim menganggap
tanah tersebut adalah shuluiz (rekonsiliasi), sedangkan kaum Muslimin
menganggapnya tanah ‘anawah (ditaklukkan melalui peperangan). Maka kepala
negara diarahkan ke para elit agama, untuk melacak apakah ada fakta literatur
yang menjelaskan status demikian. Namun jika tiada atau fakta literaturnya

berbeda, maka tanah tersebut distatusi sebagai shului. Sehingga masalah

% Abul Barakat Al-Nasafi, Kanz Al-Daqaiq (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyyah, 2011). H. 385
% Ibnu Nujaim Zainuddin Al-Misri, Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Daqaiq (Beirut: Dar Al-kitab
Al-Islami, n.d.). Juz 5 H. 121

% Fakhruddin Al-Zayla’i, Tabyin Al-Hagaiq (Kairo: Al-Mathba’ah Al-Kubro Al-Amiriyyah,
1990). Juz 3 H. 279

% Sirajuddin Ibnu Nujaim, Al-Nahr Al-Faiq Syarh Kanz Al-Daqaiq (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
limiyyah, 2018). Juz 3 H. 44

199 Abdur Rahman Afandi, Majma’ A/-Anhar (Beirut: Dar Thya’ Turats Al-Arabi, n.d.). Juz 1 H.
673

101 Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth (Beirut: Dar Al-Ma’rifah, 1997). Juz 16 H. 39
192 > Alauddin Al-Kasani, Badai’ Al-Shanai’ Fi Tartib Al-Syara’i’ (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
limiyyah, 2019). Juz 7 H. 114

103 Badruddin Mahmud Al-Aini, Al-Binayah Syarh Al-Hidayah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-lImiyah,
2000). Juz 7 H. 255

104 Akmaluddin Al-Babiriti, Al-Inayah Syarh Al-Hidayah (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 6 H. 257
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kebebasan beragama (mendirikan rumah ibadah) disesuaikan dengan kesepakatan
yang ada.'®
Oleh karenanya, dalam Madzhab Hanafi hanya ada 2 konteks yang
memperbolehkan non muslim mendirikan rumah ibadah. Yaitu dalam konteks
rekonsiliasi yang memuat klausul adanya kebebasan beragama dan pada konteks
daerah yang masih menjadi milik mereka (tapi dikenakan upeti). %
Larangan pendirian rumah ibadah ini didasarkan pada sabdanya Rasulullah
Saw yang berbunyi;
LaS Ny i g slas ¥
“Tidak boleh melakukan kebiri dan mendirikan gereja di daerah Islam”. 107
Selain itu, putusan tersebut juga berlandaskan pada alasan larangan
mempublikasikan kekafiran.'%
2. Madzhab Maliki
Madzhab Maliki membagi status kenegaraan menjadi 3 jenis, yakni ‘anawi,
al-shulzi dan Dar | balad al-islam. Kategori ‘anawi adalah daerah yang
ditaklukkan dengan peperangan, sedangkan jenis al-shulki adalah daerah yang
ditaklukkan tanpa melalui ekspansi militer (gencatan senjata atau rekonsiliasi).
Adapun jenis ketiga yang dimaksud adalah daerah yang sudah dihuni orang
islam. 1%

Pendirian rumah ibadah non muslim, dibedakan sesuai dengan status

kenegaraannya. Berikut adalah klasifikasinya;

195> Abidin, Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar. Juz 4 H. 203

106 Al-Misri, Al-Bahr Al-Raiq Syarh Kanz Al-Dagaig. Juz 5 H. 122

07 Al-Zayla’i, Tabyin Al-Haqaig. Juz 3 H. 280

198 Byrhanuddin Mahmud Mazzah, Al-Muhit Al-Burhani (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah, n.d.).
1% Muhammad *Ulaisy, Minah Al-Jalil (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz 3 H. 221
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Tabel 4 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Maliki

No. Status Kenegaraan Implikasi
1. ‘Anawi (daerah yang ditaklukkan | Diperinci, jika dalam penaklukkan
dengan peperangan) ada klausul demikian dan kepala
negara mengizininya, maka

diperbolehkan. Namun jika tiada,
maka dilarang mendirikannya.

2. | Al-shulji (daerah yang | Non Muslim diperbolehkan
ditaklukkan tanpa peperangan | mendirikan rumah ibadah

atau rekonsiliasi)
3. | Dar / balad al-islam (daerah | Boleh mendirikan rumah ibadah non
yang didirikan oleh orang islam) | muslim, ketika ketiadaannya itu
berdampak pada stabilitas negara.

Termasuk  semakna dengan mendirikan rumah ibadah adalah
merenovasinya.'® Keterangan serupa juga disampaikan oleh literatur yang
menganotasinya, seperti karyanya Muhammad bin Yasuf Al-Gharnath,'*! Al-
Kharsyi,"® Muhammad ‘Ulaisy,"® Muhammad Al-Ru’ini,"** ‘Abdul Baqi Al-
Zurqani,"* dan Al-Bannani.*®

Di antara contoh negara yang menurut Madzhab Maliki terkategorikan
sebagai ‘anawi atau ‘anawah adalah Fustat (Kairo lama, Mesir), Bashrah, Kufah
(Irak), daerah Afrika, Syam (Suriah) dll. Namun, jika dalam peniadaannya ini

berdampak pada stabilitas negara, maka non muslim diperbolehkan untuk

mendirikan rumah ibadahnya bahkan pada daerah yang terkategorikan sebagai

19 Kholil bin Ishag, Mukhtashar Khalil (Kairo: Dar Al-Hadis, 2005). H. 92

11 Muhammad bin Yusuf Al-Gharnathi, Al-Taj Wa Al-Iklil (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah,
2020).Juz 4 H. 499

12 Muhammad bin Abdullah Al-Kharsy, Syarh Mukhtashar Khalil (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz
3 H.148

13 >Ulaisy, Minah Al-Jalil. Juz 3 H. 221

4 Muhammad Al-Ru’ini, Mawahib Al-Jalil (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992). Juz 3 H. 384

115 Abdul Bagi Al-Zurgani, Syarh Al-Zurgani Ala Mukhtashar Khalil (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
limiyyah, 2012). Juz 3 H. 257

18 Muhammad Al-Bannani, Al-Fath Al-Rabbani Fima Dzahala ’anhu Al-Zurgani (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-l1Imiyyah, 2012). Juz 3 H. 257
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Dar / balad al-islam sekalipun.™*” Contoh daerah yang terkategorikan sebagai Dar
/ balad al-isiam adalah Kairo.''®

Adapun alasan mengapa implikasi dari daerah ‘arnawi dan al-shulhi berbeda
adalah karena tanah di daerah ‘anawah sudah menjadi harta fay’ (harta yang
diambil dari kepemilikan non muslim melalui jalur damai), sehingga dalam status
kenegaraan ‘anawah ini tidak bisa serta merta mendirikan rumah ibadah bagi non
muslim (kecuali dalam penaklukannya ada klausul kebolehan demikian).**®

Adapun menurut Ibn Abdil Barr, alasan kenapa tidak boleh mendirikan rumah
ibadah non muslim dalam daerah yang terkategorikan sebagai ‘anawah adalah
karena daerah terebut otomatis menjadi wakaf bagi kemaslahatan kaum
muslimin.*® Sedangkan alasan kebolehan mendirikan rumah ibadah non muslim
di daerah adalah karena daerah tersebut memang tanah milik mereka pada
asalnya, sehingga tidak perlu izin ke kepala negara.'**

Menurut Al-Dardir, perjanjian berupa pendirian rumah ibadah dalam daerah
‘anawah ini harus dijadikan klausul dan diizini oleh kepala negara.’** Bahkan
menurut komentatornya, kebolehan tersebut tanpa mempertimbangkan formulasi
demografi dalam daerah tersebut. Sehingga ada atau tidaknya Muslim, asal telah
mendapatkan izin dari seorang kepala negara, maka diperbolehkan bagi mereka.

Demikian menurut penuturan Al-Shawi dalam anotasinya atas karya Al-Dardir.'??

17 >Ulaisy, Minah Al-Jalil. Juz 3 H. 221

118 Ahmad Al-Dardir, Aqrab Al-Masalik Li Madzhab Al-Imam Malik (Kairo: Dar Al-Ma’arif, n.d.).
Juz 2 H. 314

119 Al-Zurgani, Syarh Al-Zurgani Ala Mukhtashar Khalil. Juz 3 H. 257

20 1bnu Abdi Al-Barr, Al-Kafi Fi Figh Ahl Al-Madinah (Riyadh: Maktabah Al-Riyadh Al-
Haditsah, 1980). Juz 1 H. 482

121 Abul Hasan Al-Lakhmi, Al-Tabshirah (Qatar: Wizarat Al-Augaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah,
2011). Juz 10 H. 4969

122 Al-Dardir, Agrab Al-Masalik Li Madzhab Al-Imam Malik. Juz 2 H. 314

123 Abul Abbas Ahmad Al-Shawi, Bulghat Al-Salik Li Agrab Al-Masalik (Beirut: Dar Al-Ma’arif,
n.d.).Juz 2 H. 314
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Imam Al-Nawawi menyebutkan bahwasanya kebolehan mendirikan rumah

ibadah non muslim ini ditinjau dari status kenegaraannya, berikut adalah

klasifikasinya dan implikasinya;**

Tabel 5 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Syafi’i

melalui jalur rekonsiliasi, yakni
tanpa peperangan

No. Status Kenegaraan Implikasi
1. | Daerah vyang didirikan oleh | Tidak  diperbolenkan  mendirikan
umat Islam, seperti Bashrah, | rumah ibadah non muslim.
Kufah, Baghdad, Wasit (lrak)
dan Kairo (Mesir). Dan juga
daerah yang ditaklukkan tanpa
perang atau rekonsiliasi. Seperti
Yaman dan Madinah.
2. | Daerah  yang ditaklukkan | Tidak  diperbolehkan ~ mendirikan
dengan peperangan. rumah ibadah non muslim, tapi rumah
ibadah yang ada boleh digunakan.
3. | Daerah  yang ditaklukkan | Diperinci. Jika dalam rekonsiliasi

terdapat klausul bahwa status tanah
masih milik mereka, namun mereka
menyanggupi untuk membayar upeti,
maka diperbolehkan mendirikan rumah
ibadah dll. Sedangkan jika tanahnya
menjadi milik orang Islam, maka
kebebasan  beragama  disesuaikan
dengan klausul dalam rekonsiliasi.

Keterangan Serupa Juga Disampaikan Oleh para komentator kitab tersebut,

semua anotasi setuju dengan pendapat Imam Al-Nawawi. Seperti Ibnu Hajar Al-

Haitami,"® Pernyataan ini diafirmasi oleh Muhasyyi-nya, yakni Al-Syarwani,*

dan Al-<Ubbadi.**’ Kemudian diusung juga oleh Imam Al-Ramli,

6

128

yang juga

124 Muhyiddin Yahya Al-Nawawi, Minhaj Al-Thalibin Wa Umdat Al-Muftin (Jeddah: Dar Al-

Minhaj, 2021). H. 528

125 Al-Haitami, Tuhfat Al-Muhtaj Fi Syarh Al-Minhaj. Juz 9 H. 293
126 Abdul Hamid Al-Syarwani, Hawasyi Syarwani Ala Tuhfat Al-Muhtaj (Beirut: Dar Thya’ Turats

Al-Arabi, 1983). Juz 9 H. 293

127 1bnu Qasim Al-Ubbadi, Hawasyi Al-Ubbadi Ala Tuhfat Al-Muhtaj (Beirut: Dar Ihya’ Turats Al-

Arabi, 1983). Juz 9 H. 293
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diafirmasi oleh Muhasyyi-nya, yakni ‘Ali Syibramalisi,*® dan Al-Rasyidi.**°
Syekh Khathib Al-Syirbini,*** dan Imam Jalal Al-din Al-Mahalli,*** yang juga
diafirmasi oleh Mukasyyi-nya, yakni Al-Qulytibi,™** dan ‘Umairah.™*

Dalil yang dijadikan landasan pelarangan pendirian rumah ibadah non
muslim dalam konteks status yang pertama (daerah yang didirikan oleh umat
Islam dan daerah yang ditaklukkan tanpa perang atau rekonsiliasi) adalah sabda

Rasulullah Saw yang berbunyi;

Sl i iy
“Tidak boleh mendirikan gereja di daerah Islam”.

Selain itu, nalar hukum ini juga berpijak pada logika bahwa yang demikian
adalah kemaksiatan, sehingga tidak diperbolehkan. Baik yang demikian ini
disyaratkan atau tidak.®

Adapun contoh daerah yang ditaklukkan dengan peperangan adalah Mesir
dan Isfahan (Iran). Sehingga dalam daerah tersebut tidak bisa dibangun rumah
ibadah non muslim, bahkan jika ada yang roboh itu tidak bisa direnovasi.

Alasannya adalah karena kaum Muslim mengekspansi daerah tersebut, sehingga

128 Syamsuddin Al-Ramli, Nihayat Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984). Juz
8 H.99

129 Nuruddin Ali Al-Syibramalisi, Hasyiyah Al-Syibramalisi Ala Al-Nihayat (Beirut: Dar Al-Fikr,
1984). Juz 8 H. 99

130 Ahmad bin Abdur Razzaq Al-Rasyidi, Hasyiyah Al-Rasyidi Ala Al-Nihayah (Beirut: Dar Al-
Fikr, 1984). Juz 8 H. 99

131 gyamsuddin Al-Khatib Al-Syirbini, Mughni Al-Muhtaj Ila Ma rifat Ma’ani Alfadz Al-Minhaj
(Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyyah, 2020). Juz 6 H. 76

132 jalaluddin Al-Mahalli, Kanz Al-Raghibin (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235

133 Ahmad Salamah Al-Qulyubi, Hasyiyah Al-Qulyubi (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235
3% Ahmad Al-Barlisi Umairah, Hasyiyah Umairah (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 4 H. 235

135 Khatib Syirbini, Igna’ Fi Hall Alfadz Abi Syuja’ (Beirut: Dar Al-Kutub Al-llmiyyah, 2019). Juz
2 H.538
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kepemilikannya berpindah. Oleh karenanya daerah tersebut distatusi sebagai
daerah Islam.*®

Sedangkan contoh daerah yang ditaklukkan melalui jalur rekonsiliasi dan
membuat kesepakatan adalah Yerusalem (Baitul Maqdis, Palestina).Namun ketika
dalam rekonsiliasi ini tidak ada klausul atau dimutlakkan, maka tidak ada
kebebasan beragama bagi mereka. Namun menurut pendapat yang kedua (mugqabil
al-ashah), mereka difasilitasi dengan alasan mereka butuh kepadanya.**’

Adapun terkait status rumah ibadah yang sudah ada, maka dalam konteks
daerah status pertama dan kedua ini boleh dirobohkan. Namun tidak boleh
dirobohkan dalam daerah yang terkategorikan dalam status ketiga (adanya klausul
kebebasan beragama).**®

Hanya saja, jika mereka membangun rumah ibadah yang baru dalam
konteks daerah status pertama dan kedua, maka boleh dirobohkan.'*® Sedangkan
rumah ibadah yang tidak diketahui asalnya, maka dibiarkan saja.'*°

4. Madzhab Hambali

Ibnu Qudamah menyampaikan bahwasanya dalam Madzhab Hambali ini

dibagi menjadi 3 status kenegaraannya. Berikut adalah Klasifikasi dan

implikasinya;'*

138 Sulaiman Al-Bujairimi, Tuhfat Al-Habib Ala Syarh Al-Khatib (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz
4 H. 287

37 Al-Ramli, Nihayat Al-Muhtaj 1la Syarh Al-Minhaj. Juz 8 H. 99

138 Zakariyya Al-Anshari, Fath Al-Wahhab (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994). Juz 2 H. 221

139 Sulaiman Jamal, Futuhat Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab (Beirut: Dar Al-Fikr,
n.d.). Juz 5 H. 223

140 zakariyya Al-Anshari, Asna Al-Mathalib Fi Syarh Raudh Al-Thalib (Beirut: dar Al-kitab Al-
Islami, n.d.). Juz 4 H. 219

YU lbnu Muflih, Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Mugni’ (Beirut: Dar Al-Kutub Al-1Imiyah, 1997). Juz 3 H.
379
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Tabel 6 Status Kenegaraan dan Implikasinya dalam Madzhab Hambali

No. Status Kenegaraan Implikasi

1. | Daerah yang didirikan oleh | Tidak diperbolehkan mendirikan rumah
umat Islam, seperti Bashrah, | ibadah non muslim.
Kufah, Baghdad, Wasit (Irak).

2. | Daerah yang ditaklukkan | Tidak diperbolehkan mendirikan rumah
dengan peperangan. ibadah non muslim, tapi rumah ibadah
yang ada boleh digunakan.

3. | Daerah yang ditaklukkan tanpa | Diperinci. Jika dalam rekonsiliasi
peperangan atau rekonsiliasi terdapat klausul bahwa status tanah
masih milik mereka, namun mereka
menyanggupi untuk membayar upeti,
maka diperbolehkan mendirikan rumah
ibadah dll. Sedangkan jika tanahnya
menjadi  milik orang Islam, maka
kebebasan beragama  disesuaikan
dengan klausul dalam rekonsiliasi.

Keterangan Serupa Juga Disampaikan Oleh Ibn Abi Umar,* ‘Ala’ Al-ddin
Al-Mardawi,** Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah,** Musthafa Al-Rahibant,**> Ahmad
Al-Ba’I1,*® Manshir Al-Bahati,**’ dII.

Alasan mengapa dalam daerah yang no. 1 (didirikan umat Islam) tidak
diperkenankan untuk mendirikan rumah ibadah non muslim adalah bahwa tanah
tersebut merupakan milik orang islam, sehingga non muslim tidak bisa
mengekspresikan keberagamaannya di sana. Intinya mereka dilarang untuk
melakukan hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti mendirikan rumah

ibadah, minum-minuman keras, menggembala Babi dIl. Logika hukum ini

2 Ibnu Abi Umar, Al-Syarh Al-Kabir Ala Al-Mugni’ (Kairo: Hajr li Al-Thiba’ah, 1995). Juz 10 H.
460

3 > Alauddin Ali Al-Mardawi, Al-Inshaf Fi Ma’rifat Al-Rajih Min Al-Khilaf (Kairo: Hajr li Al-
Thiba’ah, 1995). Juz 4 H. 192

1 Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Ahkam Ahl Al-Dzimmah (Al-Damam: Ramadi, 1997). Juz 3 H.
1192-1209

145 Musthofa bin Sa’ad Al-Rahibani, Mathalib Uli Al-Nuha Fi Syarh Ghayat Al-Muntaha (Beirut:
Al-Maktab Al-Islami, 1994). Juz 2 H. 564-566

146 Ahmad Al-Ba’li, Al-Raudh Al-Nadi (Riyadh: Al-Muassasah Al-Sa’idiyyah, n.d.). H. 202

Y7 Manshur bin Yunus Al-Bahuti, Al-Raudh Al-Murabbi’ Syarah Zad Al-Mustagni’ (Beirut:
Muassasah Al-Risalah, n.d.). Juz 2 H. 189
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berlandaskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ikrimah, bahwa ia mendengar

Ibnu Abbas menyatakan;

g A A a5 s

“Setiap daerah yang didirikan oleh orang Arab, maka non arab tidak boleh
mendirikan rumah ibadah di daerah tersebut. Selain itu mereka juga dilarang
membunyikan lonceng penanda ibadah, meminum minuman keras dan
menggembala Babi”.

Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, dan inilah yang
dijadikan rujukan oleh madzhab ini.**®

Perlu dicatat bahwasanya dalam konteks daerah yang no. 3, ketika sudah
ada klausul kebebasan beragama misalnya, maka wajib dipenuhi. Karena pada
hakikatnya, tanah tersebut masih menjadi hak milik mereka, sehingga harus
dihormati hak propertinya dan sebagainya.**®

Hanya saja, kepala negara lebih baik untuk memberikan Kklausul seperti
halnya Sayyidina ‘Umar bin Khatthab. Yakni tidak boleh mendirikan rumah
ibadah dan mengekspresikan keberagamaannya secara terbuka. Demikian pula
berlaku, dalam konteks rekonsiliasi mutlak (tiadanya klausul-klausul tertentu).**°

Adapun dalam konteks rumah ibadah yang ada, maka tidak wajib
dirobohkan. Bahkan ketika berada di daerah yang berimplikasi haram untuk
mendirikannya. Hanya saja, ketika ada yang rusak atau roboh, non muslim

dilarang untuk merenovasinya. Sebab yang demikian ini semakna dengan

merestorasi ulang.™™* Hal ini didasarkan pada riwayat yang disampaikan oleh

%8 Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Mughni (Kairo: Maktabah Al-Qahirah, 1969). Juz 9 H. 354

149 Manshur bin Yunus Al-Bahuti, Dagaiq Uli Al-Nuha (Irbid: Alam Al-Kutub, 1993). Juz 1 H.
666

150 Al-Magdisi, Al-Mughni. Juz 9 H. 354

51 Manshur bin Yunus Al-Bahuti, Kasyyaf Al-Qanna’ an Matn Al-Igna’ (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-llmiyyah, 2015). Juz 3 H. 133
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Sayyidina ‘Umar bin Khatthab bahwa “tidak boleh membangun gereja di Negara
Islam, dan yang roboh pun tidak boleh direnovasi”. 152
Adapun dalil yang digunakan oleh kalangan yang tidak mewajibkan
perobohan rumah ibadah yang sudah ada adalah riwayatnya Ibnu ‘Abbas juga,
bahwa “setiap tempat yang dimiliki oleh non muslim ini harus dihormati
kesepakatannya” dan faktanya semenjak zamannya sahabat itu tidak pernah
merobohkan rumah ibadah non muslim yang sudah ada terlebih dahulu.**® Oleh
karenanya menurut Ibnu Muflih ada dua pendapat dalam konteks rumah ibadah
yang sudah ada, yakni ada yang mewajibkan untuk merobohkannya dan tidak.**
Adapun jika di daerah yang berstatuskan negara Islam, jika ada yang
mendirikan rumah ibadah, maka wajib dirobohkan. Menurut lbnu Taimiyyah, hal
ini berlandaskan pada sabda Nabi Saw yang berbunyi “tidak ada 2 kiblat dalam 1
negara” dan riwayat dari ‘Umar bin Khatthab yang berbunyi “tidak ada gereja di
daerah Islam”*
B. Tinjauan Terkait Formulasi Angka
Berangkat dari pembahasan di atas, maka syarat berupa mendapatkan
dukungan dari 60 warga sekitar ini tidak dikenal dalam pandangan 4 madzhab.
Sebab formulasi angka ini tidak pernah disitir oleh Rasulullah Saw, melainkan
terkait status kenegaraannya. Pola dari 4 madzhab terkait status kenegaraan ini

sama, mereka mengklasifikasikannya menjadi 3. Lebih dari itu, implikasinya juga

sama.

152 Al-Bahuti, Al-Raudh Al-Murabbi’ Syarah Zad Al-Mustagni’. Juz 2 H. 189

153 Al-Maqdisi, Al-Mughni. Juz 9 H. 354

4 1bnu Muflih, Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Mugni’. Juz 3 H. 379

1% |bnu Taimiyyah Al-Harrani, Masalah Fi Al-Kanais (Riyadh: Maktabah Al-’Ubaikan, n.d.). H.
145
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Adapun terkait formulasi angka sebagai syarat dalam pendirian rumah ibadah,
sebagai bahan komparasi berikut adalah beberapa syarat pendirian rumah ibadah
yang mirip dengannya;

1. Mesir

Pemerintah Mesir memiliki undang-undang tersendiri terkait pembangunan
rumah ibadah non muslim, terkhusus Gereja. Hal ini diatur dalam undang-undang
Nomer 80 tahun 2016, tepatnya aturan tersebut disahkan pada tanggal 28
September 2016. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa pendirian gereja ini diharuskan
sesuai dengan kebutuhan, sehingga besarnya bangunan harus didasarkan pada
kebutuhan pengguna fasilitas tersebut.*®

2. Uni Emirat Arab (UEA)

Pemerintah Uni Emirat Arab menerbitkan undang-undang terkait pendirian
rumah ibadah non muslim pada tahun 2023. Mohammed bin Zayed selaku kepala
negara, mengatur pendirian rumah ibadah pada peraturan nomer 9 tahun 2023.
Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwasanya batas minimal pendiri rumah ibadah
tersebut tidak kurang dari 20 orang. Namun 20 orang tersebut harus memenuhi
syarat yang ditentukan seperti umurnya tidak kurang dari 40 tahun saat
mengajukan pendirian, bermoral, tidak tuna rungu, bukan residivis, penganut
agama yang diakui oleh pemerintah dIl.*’

3. Mauritius

Mauritius merupakan negara yang ada di Afrika bagian timur, negara dengan

populasi 1.379.365 (Juli 2020, Terbesar ke-156 di dunia) ini juga multikultural.

1% Goverment Of Egypt, “Y+ YV » (lill ely ¢y 588, https://Www.sis.gov.eq/Story/248856/-¢ - 518
oslsliPlang=ar#:~text="%"Y slall jaiiA 3 e s 4 sara deliy jaa L}A,J <l

17 Legislation UAE, “Y « Y¥ sasiall & jal) <l jleY) a1 50 7 cpalsall yuad sabiall 50 il ols (8 (saladl o 56,
https://uaelegislation.gov.ae/ar/legislations/1963.
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Melansir dari laman kemlu (kementrian luar negeri), agama di sana terdiri dari
Hindu 48,5%, Katolik Roma 26,3%, Muslim 17,3%, Kristen lainnya 6,4%,
lainnya 0,6% dan ateis 0,7%.'%®

Dalam undang-undangnya, regulasi pendirian rumah ibadah harus didasarkan
pada desain yang diatur oleh negara. Jelasnya, tidak ada aturan spesifik terkait
klausul berupa pengguna rumah ibadah.**°

Dari ketiga negara di atas, bisa diketahui bahwasanya formulasi angka juga
tidak dikenal, intinya pendirian rumah ibadah harus berdasar kebutuhan.
Seharusnya SKB 2 menteri yang menjadi payung hukum atas pendirian rumah
ibadah juga memperhatikan hal demikian. Peraturan tersebut tampaknya
mempersulit kelompok agama minoritas untuk membangun rumah ibadah, bahkan
peraturan tersebut berimplikasi pada disharmoni umat beragama dan
terganggunya persatuan dan kesatuan bangsa.*®°

Sehingga patut rasanya, peraturan tersebut ditinjau ulang. Demi
merealisasikan amanat konstitusi terkait kebebasan beragama, sehingga
kerukunan antar umat beragama benar-benar terjadi.'®* Padahal di negara-negara
Eropa saja, tidak ada klausul demikian. Yakni negara memang hadir dalam proses

pendirian, buktinya adalah kebijakan mereka tidak terlalu sulit untuk dipenuhi.'®?

158 «“Mauritius,” n.d., https://www.kemlu.go.id/antananarivo/id/read/mauritius/4036/etc-menu.

159 “Design Guidance Places of Worship,” n.d.,
https://housing.govmu.org/Documents/PlanningPolicy/PPG 3  Design Guidance Places of
Worship.pdf.

190 Hutabarat, “Evaluasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri Tahun 2006 Tentang Pendirian
Rumah Ibadah.”

181 Arifinsyah and Sofian, “Regulation on Worship House Establishment and Implication towards
Minority Relation of Religious People Majority in Indonesia.”

162 Sulistiyo, Mashdurohatun, and Wahyuningsih, “Legal Reconstruction of the Requirement for
the Establishment of the House of Worship Based on Justice Values.”
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C. Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah Non Muslim
Di antara klausul yang sering mendapati kebuntuan dalam kasus pendirian
rumah ibadah adalah pasal 14 ayat 2 poin b, yakni mendapatkan dukungan dari 60
warga sekitar. Sebab opini yang beredar di mereka adalah yang demikian haram
hukumnya, karena andil dalam sebuah kemusyrikan atau kemaksiatan. Terlebih
beberapa elit agama banyak yang memfatwakan demikian.*®
Berangkat dari nalar bahwa kasus yang diangkat ini tidak ada putusannya
dalam teks keagamaan, maka peneliti membahasnya dengan metode llhag Al-
Masail bi Nazairiha (Analogi hukum). Oleh karenanya, peneliti menghimpun
beberapa kasus yang serupa dengan titik fokus pada aspek i’anah ala al-ma’siyat
(menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam spektrum 4 madzhab,
berikut adalah perinciannya;
1. Madzhab Hanafi
Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam
Madzhab Hanafi;
Tabel 7 Contoh Kasus I’anah Ala Al-Ma’siyat Dalam Madzhab Hanafi
Kasus yang distatusi i’anah ald al- | Kasus yang tidak distatusi i’anah ala
ma’siyat al-ma’siyat
Diharamkan untuk  menunjukkan | Menyewakan rumah untuk dijadikan
jalan pada non Muslim yang hendak | rumah ibadah non muslim di daerah
beribadah ke rumah ibadahnya, | terpencil, menurut Abt Hanifah ini
menunjukkan jalan pada orang yang | boleh. Karena yang dipertimbangkan
hendak berbuat kemaksiatan,"®* dan | adalah aspek penyewaan kemanfaatan
mengantarkan orang tua yang non | sebuah bangunan, dan adapun terkait

muslim ke rumah ibadahnya. Namun | dijadikan sebagai tempat maksiat itu
jika menjemputnya untuk pulang, ini | adalah hal lain. namun kedua muridnya

163 Alwi, “Ketika Tuhan Dikungkung Dalam Rumah Ibadah.”
164 Muhammad Al-Khadimi, Barigah Mahmudiyyah Fi Syarh Tarigat Muhammadiyyah Wa
Syariat Nabawiyyah Fi Sirat Ahmadiyyah (Aleppo: Mathba’ah Al-Halbi, n.d.). Juz4 H. 9
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tidak
kemaksiatan.

termasuk
165

menolong

(Aba  Yasuf dan Muhammad Al-
Syaibani) menganggap itu adalah
haram, karena i’anah ala al-ma’siyat.
Adapun dalam konteks daerah Islam
atau  mayoritas  muslim,  maka
kesemuanya sepakat tidak boleh. Sebab
terbebani dengan mempropagandakan
syariat Islam.'®®

Diharamkan membantu orang yang
berihram untuk berburu hewan.'®’

Menjual perasan  anggur  atau
membawakan minuman keras pada non
muslim.'®®

Menjual senjata atau rakitannya pada
orang yang memusuhi negara (Ahl
Al-  Harb) dihukumi  makruh
Tahrl_m.leg

Membangun Rumah Ibadah Non
Muslim,*”® merenovasi gereja,'"* dan
bekerja di Rumah ibadah non
Muslim.!"?

Menurut Ibnu ‘Abidin, klasifikasi kasus seperti di atas muncul sebab adanya

pemetaan atas singgungannya dengan sesuatu yang dianggap kemaksiatan. Yakni

jika menjadi pemicu langsung pada sebuah kemaksiatan, maka ini dianggap

sebagai tindakan yang i’anah ald al-ma’siyat (menolong orang lain dalam

masalah kemaksiatan). Contohnya seperti menjual budak kecil kepada orang yang

terkenal dengan disorientasi seksual (Homo atau Lesby) atau menjual senjata pada

orang Yyang akan menggunakannya untuk kejahatan.

Adapun jika tidak

bersinggungan secara langsung atau menjadi pemicu tidak langsung, maka tidak

dianggap sebagai i’anah ala al-ma’siyat. Contohnya seperti, karena yang

185 Nidzam Al-Din Al-Bulkhi, Al-Fatawa Al-Hindiyyah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah, 2020).

Juz 2 H. 250

186 Afandi, Majma’ Al-Anhar. Juz 2 H. 529
167 Al-Sarakhsi, Al-Mabsuth. Juz 4 H. 96
168 Al-Nasafi, Kanz Al-Daqaig.

169 > Alauddin Muhammad Al-Hashkafi, Al-Durr Al-Mukhtar (Beirut: Dar Al-Kutub Al-limiyyah,

2002). H.352

170 Abidin, Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar. Juz 6 H. 391
1 Khalil Al-Nahlawi, Al-Durar Al-Mubahah Fi Al-Hadzr Wa Al-lbahah (Maktabah Syamilah Al-

Dzahbiyyah, n.d.). Juz 1 H. 76

172 Mazzah, Al-Muhit Al-Burhani. Juz 5 H. 362. Al-Zayla’i, Tabyin Al-Hagaiq. Juz 6 H. 29
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demikian ini masih membutuhkan hal atau proses lain. seperti menjual komoditas

yang menjadi rakitannya senjata.

173

Tabel 8 Klasifikasi i’anah ala al-ma’siyat perspektif Ibnu ‘Abidin

Klasifikasi Implikasi Contoh
‘Ain Munkar atau | Distatusi sebagai i’anah ala al- | Menjual  senjata
secara materilnya | ma ’siyat (menolong orang lain dalam | pada orang Yyang
memang sebuah | masalah kemaksiatan) dan dihukumi | memusuhi negara
kemungkaran Makruh tasrim. (Ahl Al- Harb).
‘Ain Ghair | Tidak distatusi sebagai i ‘anah ala al- | Menjual rakitannya
Munkar atau | ma siyat (menolong orang lain dalam | senjata.
secara materilnya | masalah  kemaksiatan), sehingga
memang  bukan | dihukumi bukan Makruh. Karena
sebuah kemaksiatannya tidak berdasarkan
kemungkaran andilnya.

Pemetaan Ibnu ‘Abidin di atas hanya berfokus pada kasus transaksional saja,
Shalah Muhammad menambahkan bahwasanya dalam kasus non-transaksional
juga demikian polanya. Yakni jika tidak menjadi faktor penentu utama dan masih
ada usaha dari pelaku, maka tidak distatusi sebagai i’anah ala al-ma’siyat
(menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) yang berimplikasi hukum
haram.'™

Kalangan Ahnaf kontemporer lainnya, mengklasifikasikannya lebih detail
lagi. Misalnya adalah Muhammad Tagi Al-Utsmani yang menukil dari penjelasan
ayahnya (Muhammad Syafi’). Bahwa konsep i’anah ala al-ma’siyat (menolong
orang lain dalam masalah kemaksiatan) ini diperinci dalam dua aspek, yaitu
pemicu tidak langsung (sabab al-baid) dan pemicu langsung (sabab al-garib).
Menurutnya, pemetaan ini sangat penting, sebab jika tidak demikian, maka tidak
akan ada perkara mubah (boleh) di dunia. Misalnya dalam masalah bisnis pakaian,

di mana yang memakai itu bisa siapa saja. Sehingga jika tidak dipetakan dengan

173> Abidin, Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar. Juz 4 H. 268, Juz 6 H. 391
174 Sholah Muhammad, Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I’anah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab
Al-Hanafi (Amman: Markaz Anwar Al-Ulama’ Li Al-Dirasat, 2020). H. 67
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konsep pemicu langsung dan tidak, niscaya akan dosa terus. Sebab pakaian yang

dijual, akan dipakai oleh orang-orang nir adab.'”® Berikut adalah klasifikasinya;'"®

Tabel 9 Klasifikasi i’anah alda al-ma’siyat perspektif Taqi Al-Utsmant

dengan perilaku i’anah ala al-ma’siyat
(menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Kemudian yang kedua
adalah pemicu langsung tapi
membutuhkan fi’l al-mukhtar (adanya
upaya dari pelaku). Hukumnya diperinci,
jika mengetahui akan digunakannya
dalam kemaksiatan, dihukumi haram.
Sedang jika tidak mengetahuinya,
dianggap udzur.

Klasifikasi Implikasi Contoh
Makruh Tanzih. Menjual rakitan
Pemicu tidak senjata pada orang
langsung yang akan
(sabab  al- menggunakannya
ba'rd) dalam kemaksiatan.
Pertama, pemicu langsung yang | Contoh pertama
Pemicu dihukumi haram. Yakni dalam konteks | seperti menjual
langsung jika bukan karenanya, maka tidak akan | senjata pada orang
(sabab  al- | terjadi kemaksiatan. Sedangkan yang | yang akan
qarib) dibagi | kedua, ada pemicu langsung yang | menggunakannya
lagi menjadi | menjadi penentu terjadinya maksiat dan | dalam kemaksiatan
2. ini dihukumi haram karena disamakan | dan contoh kedua

seperti menjual
sesuatu yang akan
dijadikan minuman
keras.

Oleh karenanya, berangkat dari paradigma yang telah disebutkan. Maka kasus

yang diangkat peneliti tidak dihukumi sebagai i’anah ala al-ma’siyat (menolong

orang lain dalam masalah kemaksiatan), sebab pemberian izin pendirian rumah

ibadah ini tidak menjadi pemicu langsung dan faktor penentu utama. Buktinya

adalah bahwa hanya dengan memberikan perizinan ini tidak otomatis membuat

mereka bisa beribadah, yakni masih membutuhkan hal lain (membangun,

menyiapkan acara dan sebagainya). Terlebih lagi dalam Madzhab Hanafi

dihukumi boleh untuk bekerja pada non muslim, bahkan untuk membangunkan

175 Muhammad Taqi Al-Utsmani, Buhuts Wa Qadhaya Fighiyyah Mu’ashirah (Damaskus: Dar Al-
Qalam, 2003). H. 360
16 Al-Utsmani. H. 361-362
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rumah ibadah untuknya. Di samping itu, kasus non-transaksional tidak akan
dihukumi i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan) yang diharamkan ketika masih ada membutuhkan fi’l al-mukhtar
(adanya upaya lebih lanjut dari pelaku).’’

Berikut adalah rangkuman dari parameter dan implikasi konsep i’anah ala al-

ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) menurut beberapa

ulama’ Hanafi;

17 Muhammad, Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I’anah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-
Hanafi. H. 67
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Namun sebagaimana penukilan dari Tagi Al-Ustmani (di atas), Abdur
Rahman Afandi.,'® Al-Zayla’1'™® dan Al-Syalbi,"®® bahwa sebagai tindakan
preventif agar tidak distatusi sebagai i ‘anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain
dalam masalah kemaksiatan). Maka seyogyanya seorang Muslim dalam
memberikan perizinannya, diniati sebagai menjalankan amanat konstitusi berupa

jaminan kebebasan beragama. Konklusi ini berangkat dari nalar hukum sebagai

berikut;
Tabel 10 Penerapan Teori llhaq dalam Madzhab Hanafi
Mulhag Mulkag bih Wajh al-ilkdag Implikasi
(kasus yang akan (kasus yang (sisi keserupaan Hukum

dianalogikan dijadikan sebagai substansi)

hukumnya) padanan hukum)
Membangun rumah Pemberian izin Fasilitator dalam Boleh
ibadah Non Muslim pendirian rumah keberagamaan

ibadah Non Muslim

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori
Whaq Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa
Madzhab Hanafi menghukumi boleh dan tidak dianggap sebagai tindakan i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam kasus
memberikan izin pendirian rumah ibadah non muslim.

% Catatan

Klasifikasi hukum dalam Madzhab Hanafi terdapat perbedaan dengan
mayoritas, yakni dalam madzhab ini terdapat istilah makruh tazrim dan makruh
tanzrh. Selain itu haram juga beda dengan makruh tasrim, yakni hukum haram ini
berdasarkan dalil yang gath 't (dalil yang eksplisit), sedangkan makruh tasrim

berdasarkan dalil yang dzanni (dalil yang implisit, sehingga mengandung

178 Afandi, Majma’ Al-Anhar. Juz 2 H. 529

79 Al-Zayla’i, Tabyin Al-Hagaiq. Juz 6 H. 28

180" Al-Syalbi, Tabyin Al-Hagaiq Wa Hasyiyah Al-Syalbi (Kairo: Al-Mathba’ah Al-Kubro Al-
Amiriyyah, 1990). Juz 6 H. 28
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penafsiran lain).’®* Berikut adalah penjelasan terkait klaisifikasi dari hukum
makruh;

1) Makruh Takrim. Yakni suatu hukum yang mendekati taraf haram,
oleh karenanya ada juga yang menyebutnya dengan istilah haram
dzanni. Hanya saja, ketika terminologi makruh dimutlakkan, maka
yang dimaksud dengannya adalah Makruh Tahrim.

2) Makruh Tanzih. Yakni lebih baik ditinggalkan. Terminologi ini
sinonim dengan istilah khilaf al-aula.*®

2. Madzhab Maliki

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam
Madzhab Maliki;

1) Diharamkan menjual lahan yang akan dibangun rumah ibadah non
muslim atau menjual komoditas yang akan dijadikan sesembahan
oleh non muslim atau tempat maksiat.'®* Demikian pula bekerja pada
non muslim, jika pekerjaannya berupa sesuatu yang dilarang
syariat.'® Akan tetapi ada juga yang mengatakan demikian ini

h,185

makruh,'® namun Imam Malik sendiri melarang hal demikian.*®

181 Badruddin Muhammad Al-Zarkasyi, Al-Bahr Al-Muhit Fi Ushul Al-Figh (Beirut: Dar Al-Kutub
Al-llmiyah, 2000). Juz 1 H. 239

182 |bnu Al-Sa’ati, Majma’ Al-Bahrayn Wa Multaga Al-Nayyirayn Fi Al-Figh Al-Hanafi (Beirut:
Dar Al-Kutub Al-limiyyah, 2005). H. 24

183 *Ulaisy, Minah Al-Jalil. Juz 4 H. 443

184 1bnu Jazi Al-Kalbi Al-Gharnathi, Al-Qawanin Al-Fighiyyah (Maktabah Syamilah Al-Haditsah,
n.d.), https://shamela.ws/book/6193. H. 117

185 |bnu Rusyd Al-Jad, Al-Bayan Wa Al-Tahsil (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988). Juz 18 H.
613

186 |mam Malik, Al-Mudawwanah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Iimiyyah, 2020). Juz 3 H. 435
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2) Diharamkan menjual anggur pada orang yang akan menjadikannya
sebagai minuman keras,®’ dan menjual senjata pada orang yang
akan memerangi kaum Muslimin.*®®

3) Diharamkan meminjamkan hewan kepada orang yang akan
menggunakannya untuk membahayakan orang lain.*®* Oleh
karenanya, tidak boleh meminjamkan sesuatu pada orang lain yang
akan menggunakannya pada hal-hal yang dilarang.**

4) Diharamkan mengajarkan ilmu pada seseorang yang niatnya salah,
seperti yang bersangkutan bertujuan memiliki ilmu untuk diriya’kan
atau merasa lebih baik dari orang lain. Pandangan ini juga diusung
oleh Al-Ghazali (prolog di kitab bidayat al-hidayah).**

5) Suami yang men-dzihar (menyerupakan istrinya dengan ibunya)
istrinya dan belum membayar kafarat (tebusan), maka istri
diwajibkan menjauhi suaminya (menghindari terjadinya hal-hal yang
hanya bisa dilakukan suami istri). Jika tidak, maka istri berdosa,
karena dianggap melakukan i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang
lain dalam masalah kemaksiatan).'*

Namun terdapat pengecualian dari kasus yang dianggap sebagai i’anah ala
al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan), yaitu dalam
konteks bertentangan dengan kewajiban. Contohnya adalah Ibnu Rusyd Al-Jad

memberikan permisalan dalam kasus seorang anak yang beragama Islam

187 Al-Ru’ini, Mawahib Al-Jalil. Juz 4 H. 253

188 Al-Gharnathi, Al-Taj Wa Al-Iklil. Juz 6 H. 183

189 Abu Al-Abbas Al-Qarafi, Al-Dzakhirah (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1994). Juz 6 H. 200
19 Al-Lakhmi, Al-Tabshirah. Juz 13 H. 6016

191 Al-Qarafi, Al-Dzakhirah. Juz 1 H. 52

192 Ahmad Al-Dardir, Al-Syarh Al-Kabir (Beirut: Dar Al-Fikr, n.d.). Juz 2 H. 445
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diperintahkan orang tuanya yang beragama non muslim, di mana yang
bersangkutan tidak mampu berangkat ke rumah ibadahnya (seperti karena sudah
tua atau tuna netra). Maka anak tersebut wajib mengantarkannya, sebab kewajiban
berbakti kepada orang tua ini tidak ada kaitannya dengan spiritualnya, yakni fasik
atau musyrik sekalipun tetap wajib dipenuhi.**

Bahkan Al-Nafrawi berpandangan bahwa Kketika seorang anak dimintai uang
untuk perayaan keagamannya, tetap wajib dipenuhi. Kecuali jika orang tuanya
minta uang untuk operasional rumah ibadahnya (iuran, renovasi, kebersihan dll)
atau angpau untuk elit agamanya (pastor, rahib, biksu dll), maka tidak wajib
memberikannya.*

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori
Whaq Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa
Madzhab Maliki menghukumi Haram dalam kasus memberikan izin pendirian
rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap sebagai tindakan
i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan).

Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 11 Penerapan Teori llhaq dalam Madzhab Maliki

Mulhag Mulhdag bih Wajh al-ilhag Implikasi
(kasus yang akan (kasus yang (sisi keserupaan Hukum
dianalogikan dijadikan sebagai substansi)
hukumnya) padanan hukum)
Menyewakan atau Pemberian izin Fasilitator dalam Tidak
menjual lahannya untuk pendirian rumah keberagamaan boleh

ibadah Non
Muslim

non muslim atau
kemaksiatan

dijadikan rumah ibadah
Non Muslim dan kasus
lain yang telah
disebutkan di atas

193 Al-Jad, Al-Bayan Wa Al-Tahsil. Juz 4 H. 205
194 Syihabuddin Al-Nafrawi, Al-Fawakih Al-Dawani (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995). Juz 2 H. 290
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Namun jika menggunakan logika hukum yang digunakan oleh lbnu Rusyd
Al-Jad dan Al-Nafrawi, bahwa sebuah kasus yang bersinggungan dengan konsep
i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) ini bisa
dikalahkan dengan sebuah kewajiban. Maka kasus pemberian izin pendirian
rumah ibadah non muslim bisa juga dianalogikan dengan kasus mengantarkan
orang tua Yyang beragama non muslim untuk beribadah, dengan
mempertimbangkan aspek kewajiban yang sama.

Yakni jika dalam kasus mengantarkan orang tua adalah kewajiban untuk taat
kepadanya, sedangkan dalam konteks memberikan perzinan pendirian ini adalah
bagian dari menaati amanat konstitusi dan pemerintah yang menjamin kebebasan
beragama. Di mana mengikuti perintah dari pemerintah ini wajib dilakukan jika
berdasar pada kemaslahatan, dan dalam konteks ini adalah menjaga stabilitas
negara.'®

3. Madzhab Syafi’i

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam
Madzhab Syafi’i;

1) Diharamkan menunjukkan jalan pada non muslim yang bertanya
lokasi rumah ibadahnya, haram bagi seorang muslim untuk
memberitahunya.'*®

2) Haram bekerja pada non muslim untuk membangunkan rumah

ibadahnya.'®’

1% |bnu Rusyd Al-Jad, Al-Mugaddimat Al-Mumahhidat (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1988).
Juz 2 H. 254

19 |bnu Hajar Al-Haitami, Al-Fatawa Al-Fighiyyah Al-Kubro (Al-Maktabah Al-Islamiyyah, n.d.),
https://shamela.ws/book/21628. Juz 4 H. 248
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3) Diharamkan mewakafkan sesuatu untuk pembangunan rumah ibadah
non muslim atau kepentingannya seperti renovasi, karena yang
demikian adalah suatu kemaksiatan.'®®

4) Jika orang yang bermadzhab Syafi’i menjual sesuatu kepada orang
lain yang misalnya menurut madzhab yang dianutnya itu sesuatu
yang haram, maka penjual yang bermadzhab Syafi’i ini dosa.*® Atau
misalnya ada orang Maliki bertransaksi secara Mu athah (transaksi
tanpa adanya sighat atau redaksi serah terima) dengan orang yang
bermadzhab Syafi’i, maka orang Maliki tadi berdosa karena andil
dalam kemaksiatannya orang syafi’i tadi, di mana dalam
madzhabnya itu diharamkan.?%

5) Haram mendatangi acara yang diselenggarakan oleh orang yang
terindikasi bahwa mayoritas hartanya berstatus haram, akan tetapi
hanya dihukumi makruh dalam konteks sebatas praduga saja.*™*

6) Menjual hewan untuk diadu, sutra pada orang yang tidak boleh
menggunakannya, anggur pada orang Yyang diduga akan
menjadikannya minuman keras, dan menjual makanan pada non
muslim atau orang muslim yang tidak berpuasa di siang ramadhan
(tanpa ada udzur yang syar’i),’°? dan menjual senjata pada orang

yang akan menggunakannya pada kemaksiatan.?*®

97 Al-Qulyubi, Hasyiyah Al-Qulyubi.Juz 3 H. 71

198 Al-Mahalli, Kanz Al-Raghibin. Juz 3 H. 101

199 jJamal Sulaiman Al-Ujaili, Futuhat Al-Wahhab Bi Taudih Syarh Manhaj Al-Thullab (Beirut:
Dar Al-Kutub Al-limiyyah, 2020). Juz 3 H. 9

200 Al-Rasyidi, Hasyiyah Al-Rasyidi Ala Al-Nihayah. Juz 3 H. 465

201 Al-Bujairimi, Tuhfat Al-Habib Ala Syarh Al-Khatib. Juz 3 H. 255

202 zainuddin Al-Malibari, Fath Al-Mu’in (Riyadh: Dar Ibnu Hazm, 2009). H. 326

203 Muhammad bin Umar Al-bantani, Nihayat Al-Zain Fi Irsyad Al-Mubtadi’in (Beirut: Dar Al-
Kutub Al-l1Imiyyah, 2019). H. 229
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7) Menjual sesuatu yang akan dijadikan sarana penyembahan non
muslim atau dijadikan sebagai bahan alutsista. Semua transaksi ini
dihukumi haram jika ada dugaan kuat bahwa akan dioperasionalkan
untuk kemaksiatan, tapi status transaksinya tetap sah. Adapun jika
sebatas dugaan yang tak berdasar, maka makruh. Selain itu, haram
juga menghutangi orang yang akan mengunakannya dalam
kemaksiatan.?**

Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori
Whag Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa
Madzhab Syafi’i menghukumi tidak boleh (haram) dalam kasus memberikan izin
pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap sebagai
tindakan i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 12 Penerapan Teori llhag dalam Madzhab Syafi'i

Mulhag Mulhag bih Wajh al-ilzaq Implikasi
(kasus yang akan (kasus yang (sisi keserupaan Hukum
dianalogikan dijadikan sebagai substansi)
hukumnya) padanan hukum)
Bekerja untuk Pemberian izin Fasilitator Tidak
membangun rumah pendirian rumah dalam boleh
ibadah Non Muslim dan ibadah Non keberagamaan
kasus lain yang telah Muslim non muslim atau
disebutkan di atas kemaksiatan

Hanya saja terdapat catatan penting dari ‘Izzuddin bin Abdis Salam, bahwa
terkadang diperbolehkan untuk i’a@nah ala al-ma’siyat (menolong orang lain
dalam masalah kemaksiatan). Bukan dalam rangka menolong seseorang untuk

berbuat kemaksiatan, melainkan fokus pada dampak kemaslahatan yang lebih

204 Al-Bakri, I’anah Al-Thalibin Fi Hall Alfadz Fath Al-Mu’in. Juz 3 H. 29 Juz 3 H. 100
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besar. Sehingga diperbolehkan untuk membantu kemaksiatan jika yang demikian
ini menjadi perantara untuk menggapai maslahat yang agung.?®

Meski secara sekilas terlihat membantu terjadinya dosa, kefasikan dan
kemaksiatan, tapi hal demikian merupakan upaya untuk terhindar dari suatu
mafsadah. Maka bentuk membantu terjadinya dosa, permusuhan, kefasikan dan
kemaksiatan adalah hanya sebatas platform bukan suatu tujuan.”®

Dalam kasus yang diangkat oleh peneliti, kemaslahatannya adalah menjaga
stabilitas negara. Terlebih ‘Izzudin juga menekankan bahwasanya seorang warga
negara diwajibkan untuk membantu para Qadhi (penegak hukum) dan pemimpin
atas tugas yang telah diwajibkan atas mereka. Meliputi tugas untuk memberikan
pengarahan, menolak kerusakan, menjaga negara, merekrut pasukan keamanan,
serta mencegah para perusak dan penghianat bangsa.”®’

4. Madzhab Hambali

Berikut adalah beberapa kasus yang bersinggungan dengan konsep i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam
Madzhab Hambali;

1) Diharamkan menyewakan lahan atau bangunan yang akan dijadikan

sebagai rumah ibadah non muslim,*®

atau akan difungsikan sebagai
tempat maksiat seperti kedai minuman keras atau perjudian.?®
2) Diharamkan mewakafkan sesuatu untuk penulisan kitab Taurat dan

Injil atau mewakafkan sesuatu untuk kemaksiatan seperti dijadikan

205 salam, Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam. Juz 1 H. 8V

2% salam. Juz 1 H. 29

7 Salam. Juz 1 H. 134

208 Al-Rahibani, Mathalib Uli Al-Nuha Fi Syarh Ghayat Al-Muntaha. Juz 3 H. 606
209 Al-Bahuti, Dagaiq Uli Al-Nuha. Juz 2 H. 250
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rumah ibadah non muslim atau diberikan kepada orang yang dikenal
terbiasa melakukan maksiat.?*°
3) Diharamkan memberikan zakat pada orang pailit yang menghabiskan
uangnya untuk kemaksiatan (uangnya dibuat untuk zina, judi,
minum-minuman  keras dll), sebelum yang bersangkutan
bertaubat.”*!
4) Diharamkan menjual senjata pada orang yang diduga akan
menggunakannya untuk tindak kriminal.**2
5) Diharamkan memberikan jasa tulis untuk penulisan perkataan dan
syair yang diharamkan, pernyataan yang bid’ah di.>
Dengan demikian bisa dipahami bahwa dengan menggunakan skema teori
Whaq Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum), bisa ditarik kesimpulan bahwa
Madzhab Hambali menghukumi tidak boleh (haram) dalam kasus memberikan
izin pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini dianggap
sebagai tindakan i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah

kemaksiatan). Berikut adalah skema nalar hukumnya;

Tabel 13 Penerapan Teori llhdaq dalam Madzhab Hambali

Mulhaq Mulhdag bih Wajh al-ilzaq Implikasi
(kasus yang akan (kasus yang dijadikan | (sisi keserupaan Hukum
dianalogikan sebagai padanan substansi)
hukumnya) hukum)
Menyewakan atau Pemberian izin Fasilitator dalam Tidak
menjual lahannya pendirian rumah keberagamaan boleh
untuk dijadikan rumah | ibadah Non Muslim | non muslim atau
ibadah Non Muslim kemaksiatan

2% |bnu Qudamah Al-Maqdisi, Al-Kafi Fi Figh Al-Imam Ahmad (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
lImiyyah, 2020). Juz 2 H. 251

21 Al-Magdisi, Al-Mughni. Juz 6 H. 480

212 Muflih, Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Mugni’. Juz 4 H. 416

213 Al-Bahuti, Kasyyaf Al-Qanna’ an Matn Al-Igna’. Juz 3 H. 559
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D. Tinjauan Dalil Atas Kasus i’anah ala al-ma’siyat

Berangkat dari pembahasan di atas, maka kasus pemberian izin dari seorang
Muslim untuk pendirian rumah ibadah non muslim dengan menggunakan teori
Whag Al-Masail bi Nazairiha (Analogi hukum) yang berpijak pada aspek i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dalam
pandangan 4 madzhab. Hukumnya diklasifikasikan sebagai berikut;

Tabel 14 Pandangan 4 Madzhab Atas Fokus Penelitian Kedua
No. | Madzhab Implikasi Hukum pada kasus

1. Hanafi Boleh, karena tidak dianggap sebagai tindakan i’anah ala
al-ma’siyat  (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Sebab tidak menjadi pemicu langsung dan
faktor utama.

2. Maliki Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan i’anah ala
al-ma’siyat  (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Namun jika menginduk pada logika hukum
yang dibangun oleh Ibnu Rusyd Al-Jad dan Al-Nafrawi,
yang memprioritaskan kewajiban dari pada demikian,
maka boleh juga.

3. Syafi’i Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan i’anah ala
al-ma’siyat  (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan)

4. Hambali | Tidak boleh, karena dianggap sebagai tindakan i’anah ala
al-ma’siyat  (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan)

Namun perlu diketahui, bahwasanya 4 madzhab sepakat terkait keharaman
menolong orang lain dalam kemaksiatan. Berdasarkan firman Allah Swt dalam

QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi;

015305 0 35063 Y
“Janganlah kalian tolong menolong dalam kemaksiatan » 214
Hanya saja terdapat perbedaan atas pembacaan mereka pada sesuatu yang
dianggap sebagai menolong kemaksiatan. Setidaknya bisa dipetakan menjadi 2, di

mana pandangan madzhab Hanafi berbeda dengan 3 madzhab lainnya dalam

2% |bnu Hazm Al-Andalusi, Al-Muhalla Bi Al-Atsar (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2016). Juz 12 H. 377
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parameter konsep i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Oleh karenanya terjadi perbedaan antara Madzhab Hanafi dengan 3
madzhab lainnya.?*®

Hal demikian diamini oleh Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwasanya
sikap 4 madzhab ini terbagi 2 (sebagaimana pola di atas) dalam menyikapi hadis
tentang pelaknatan pelaku Riba dan khamar. Di mana siapapun yang menjadi
fasilitator dalam dua kemaksiatan tadi juga dianggap berdosa, alasannya adalah
karena menolong orang lain untuk melakukan maksiat. Harusnya yang terbersit
dalam fikiran tentunya yang berdosa adalah hanya yang memakan riba dan
khamar, namun ternyata Rasulullah Saw melaknat siapapun yang menolong
kemaksiatan tadi.?*®

Adapun sikap madzhab Hanafi yang berbeda dengan 3 madzhab lainnya.
Bahwa fasilitator dalam dua kemaksiatan tadi yang dilaknat, seperti pihak yang
memproduksi, menjual, membawakan, menuangkan khamr dan saksi riba,
pencatatnya dll. Ini tidak bisa dihukumi sebagai orang yang berdosa juga karena
menolong orang lain untuk berbuat maksiat, sebab maksiat tersebut hanya
berdasar pada pilihan pelaku sendiri. Sehingga tidak ada kaitannya dengan para
fasilitator, terlebih anotasi Abti Hanifah sendiri berbeda dengan yang lainnya.
Yakni fasilitator yang dikenai laknat dalam maksiat riba dan khamr adalah pihak

yang memiliki tujuan untuk kemaksiatan, jika tidak demikian maka tidak

dilaknat.?*’

5 Wizaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, Al-Mausu'ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah
(Kuwait: Wazaratul Awqaf was Syu’unul Islamiyyah, 2002). Juz 9 H. 208

218 Wahbah Al-Zuhaili, Figh Al-Islami Wa Adillatuh (Damaskus: Dar Al-Fikr Al-Mu’ashir, 2015).
Juz 7 H. 5518

27 Al-Zuhaili. Juz 4 H. 2668
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Pandangannya Wahbah Al-Zuhaili ini telah dibahas oleh ulama’ Ahnaf,
misalnya adalah Ibnu ‘Abidin, Al-Zayla’1 dan Abdur Rahman Afandi. Imam Abi
Hanifah memang memetakan kasus yang bisa dianggap sebagai menolong
kemaksiatan atau tidak, tergantung pada sikap yang bersangkutan ini menjadi
faktor penentu terlaksananya kemaksiatan (sehingga berimplikasi pada status
menolong kemaksiatan seperti mengantarkan non muslim ke rumah ibadahnya)
atau malah masih membutuhkan usaha dari pelaku (seperti melayani orang yang
minum khamr, di mana ini tidak dianggap dengan sikap menolong
kemaksiatan).**8

Hal ini berbeda dengan dua Askab-nya, yaitu Aba Yasuf dan Muhammad Al-
Syaibani. Dalam kasus menjadi fasilitator riba dan Khamr, keduanya menganggap
bahwa sikap demikian adalah menolong kemaksiatan.*® Perbedaan ini muncul
dari nalar hukum yang dibangun, yakni Abu Hanifah menggunakan qiyas,
sedangkan kedua Ashab-nya menggunakan metode istizsan.?*

Oleh karenanya bisa ditarik kesimpulan bahwasanya 4 madzhab terbagi
menjadi dua, antara Madzhab Hanafi dan 3 lainnya. Kalangan mayoritas
berpendapat bahwa siapapun yang menjadi faktor penolong atau fasilitator orang
lain untuk berbuat kemaksiatan, maka yang bersangkutan dihukumi juga sebagai

pelaku maksiat. Sedangkan menurut Hanafi, tidak demikian. Ditinjau terlebih

dahulu, apakah menjadi faktor penentu terjadinya kemaksiatan dan diniati sebagai

218 Afandi, Majma’ Al-Anhar. Juz 2 H. 529
219> Abidin, Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar. Juz 4 H. 268, Juz 6 H. 391
220 Al-Zayla’i, Tabyin Al-Hagaiq. Juz 6 H. 29
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menolong kemaksiatan atau tidak. Kecuali Aba Yasuf dan Muhammad Al-
Syaibani, keduanya berpandangan sama seperti golongan mayoritas.?**

Dengan demikian bisa dipetakan bahwa setiap transaksi yang ada unsur
i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan)
dihukumi haram menurut mayoritas (Hambali, Maliki dan Syafi’i), berbeda
dengan Madzhab Hanafi (tergantung komoditasnya, jika memang fisiknya adalah
sebuah kemungkaran dihukumi makruh takrim, sedang jika tidak demikian maka
ada yang mengatakan makruh zanzih dan tidak makruh).??%5

Hanya saja terdapat catatan bahwa dalam kasus yang sifatnya transaksional,
meski terdapat unsur i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan) tetap dihukumi sah. Karena tidak ada kaitannya dengan syarat dan
rukun dalam sebuah transaksi. Demikian menurut golongan mayoritas, hamun
Madzhab Hambali menstatusinya sebagai transaksi yang tidak sah.?*® Alasannya
adalah karena suatu hal yang diharamkan atau bersifat kemaksiatan ini tidak bisa
h.224

dikomersialkan, sehingga mentransaksikannya tidak dihukumi sa

Tabel 15 Pandangan 4 Madzhab atas kasus i’anah ala al-ma’siyat
dalam konteks transaksional

No. | Madzhab Implikasi Hukum

1. Hanafi Hukumnya diperinci.

» Dalam konteks jual beli, jika materinya merupakan
sebuah kemungkaran, maka dihukumi makruh tasrim.
Jika tidak, maka dihukumi makruh tanzih, namun
dalam pendapat lain dikatakan tidak makruh.

» Sedangkan dalam konteks akad sewa jasa, menurut
Abt Hanifah boleh, sedang menurut Abi Yisuf dan
Muhammad Al-Syaibani adalah makruh tahrim.

22l Utsman Muhammad Abdul Qadir and Ali Abdullah, Al-I’anah Ala Al-ltsmi Wa Al-Udwan:
Hagigatuha, Hukmuha, Wa Dhabthuha Fi Al-Figh Al-Islami (Universitas Al-Qashim, 2019),
https://www.researchgate.net/publication/344015503_alaant_ly alathm_waldwan_hqyqtha_hkmha
_dwabt_mnha_fy_alfgh_alaslamy. H. 4349

?22 1slamiyyah, Al-Mausu’ah Al-Fighiyyah Al-Kuwaitiyyah. Juz 9 H. 211

223 |slamiyyah. Juz 9 H. 213

224 Muflih, Al-Mubdi’ Fi Syarh Al-Mugni’. Juz 4 H. 24
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Namun meski diperinci sedemikian rupa, transaksinya
dihukumi sah. Alasannya bahwa yang demikian adalah
faktor eskternal, sehingga tidak berpengaruh pada keabsahan
transaksinya.

2. Maliki & | Dihukumi haram, karena dianggap sebagai tindakan i’anah
Syafi’i ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan). Namun transaksinya tetap dihukumi sah, sebab
yang demikian merupakan faktor eskternal sehingga tidak
berpengaruh pada keabsahan transaksinya.

3. Hambali | Dihukumi haram, karena dianggap sebagai tindakan i’anah
ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah
kemaksiatan) dan transaksinya tetap dihukumi tidak sah.
Alasannya adalah karena sesuatu yang haram itu tidak bisa
dikomersialkan, sehingga batal jika mentransaksikannya.

Silang pandang antara kedua kubu di atas, bisa ditarik dalam spektrum wushilr.
Bahwa madzhab Hanafi menggunakan metode Il4dgi (turunan dari konsep giyas),
sedangkan 3 madzhab lainnya beristidlal dengan nash al-Qur’an (Al-Maidah ayat
2). Ketika terjadi pertentangan demikian, maka yang diunggulkan (tarji%z) adalah
produk hukum yang dicetuskan dari istidlal ke nash. Sebab nash merupakan
pondasi dasar dari teori giyas, terlebih 1lkag sendiri adalah turunan darinya.??

Hanya saja, peneliti lebih condong kepada logika yang dibangun oleh
Madzhab Hanafi, bahwa memang harus ada pemetaan atau klasifikasi dalam
konteks perbuatan yang bersinggungan dengan i’anah ala al-ma’siyat (menolong
orang lain dalam masalah kemaksiatan). Sebab jika tidak demikian, maka umat
akan sering terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya kasus i’anah ala al-masiyat
(menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) dihukumi haram secara
mutlak, niscaya tidak akan ada yang selamat dari dosa.**®

Bayangkan saja, segala lini hampir bersinggungan dengan maksiat. Misalnya

menjahit baju yang secara desainnya menampakkan aurat, menjual atau

225 Muhammad Al-Zuhaili, Al-Wajiz Fi Ushul Al-Figh Al-Islami (Damaskus: Dar Al-Khair, 2006).
Juz 2. H. 447
226 Muhammad, Khulashah Al-Kalam Fi Masalah Al-I’anah Ala Al-Haram Fi Al-Madzhab Al-
Hanafi. H. 10
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memberikan baju tersebut, menjual atau menyewakan rumah pada orang yang
akan menggunakannya dalam kemaksiatan dan lain-lain.

Apalagi dalam konteks pejabat yang muslim, di mana tentunya yang
bersangkutan pasti sering bersinggungan dengan non muslim dan seringnya
adalah pada hal-hal yang dilarang oleh agamanya. Misalnya adalah memberikan
izin atas usaha-usaha yang diharamkan syariat, memfasilitasi hari besar mereka,
dan sebagainya. Oleh karenanya perlu adanya pemetaan terhadap kasus i ’anah ala
al-ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) yang diharamkan
atau tidak, agar terhindar dari dosa.

Andaipun distatusi sebagai i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain
dalam masalah kemaksiatan), memberikan izin dalam pendirian rumah ibadah non
muslim di indonesia tidak terfokus pada unsur tersebut. Melainkan menjadi salah
satu upaya untuk menciptakan harmoni antar umat beragama. Bahwa memberikan
izin tadi hanya sebatas sarana saja, tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas
negara agar tidak terjadi kekacauan yang mana ini merupakan aspek yang sangat
sensitif bagi warga negara.

Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan konteks kenegaraan di Indonesia
yang sangat multikultural. Terlebih lagi kebebesan beragama merupakan salah
satu amanat konstitusi, sehingga setiap warga negara harus berupaya
merealisasikannya.

Pola pikir ini juga menjadi legitimasi dalam konteks seorang muslim yang
diminta untuk menjaga rumah ibadah non muslim dalam hari besarnya, di mana

riskan terjadi serangan.”*’

227 Rabithah Khirrij Ma’had Lirboyo, Figh Al-Muwathanah (Kediri: Lirboyo Press, 2021). Juz 1 H.
107-108



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang

didapat;

1. Formulasi angka sebagai salah satu persyaratan pendirian rumah ibadah
bagi non muslim ini tidak dikenal. Ulama’ madzhab mengesampingkan
formulasi angka, melainkan mempertimbangkan pada aspek status
kenegaraannya. Yakni jika daerah tersebut milik orang Islam, maka
dilarang mendirikan rumah ibadah. Di antaranya adalah daerah yang
didirikan oleh orang Islam seperti bashrah, kufah, baghdad, wasit (Irak),
dan daerah yang ditaklukkan melalui peperangan seperti Fustat (Mesir),
Isfahan (Iran), Syam (suriah dan yordania), negara-negara Afrika.
Sedangkan jika daerah tersebut ditaklukkan melalui rekonsiliasi dan
disepakatinya klausul kebebasan beragama seperti Yerusalem, maka non
muslim diperbolehkan mendirikan rumah.

2. Menurut Madzhab Hanafi, seorang Muslim boleh memberikan izin
pendirian rumah ibadah non muslim. Sebab yang demikian ini tidak bisa
dianggap sebagai i’anah ala al-ma’siyat (menolong orang lain dalam
masalah kemaksiatan), karena bukan menjadi pemicu langsung dan juga
bukan faktor utama. Sedangkan menurut 3 Madzhab lainnya (Maliki,
Syafi’i dan Hambali) adalah haram, karena dianggap sebagai tindakan
i’anah ala al-ma’siyat. Kecuali jika mengikuti pendapatnya ‘Izzuddin bin

Abdis Salam dalam Madzhab Syafi’i dan Ibnu Rusyd Al-Jad atau Al-

67
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Nafrawi dalam Madzhab Maliki. Perbedaan antar dua kubu ini muncul
karena perbedaan dalam mengidentifikasi kasus i’anah ala al-ma’siyat
yang diharamkan, mayoritas memutlakkannya sedangkan madzhab
Hanafi mengklasifikasikannya menjadi pemicu tidak langsung dan
langsung. Silang pendapat ini ditengarai adanya perbedaan dalam
pencetusan hukum, yakni madzhab Hanafi menggunakan metode lhdagr
(turunan dari konsep giyas), sedangkan 3 madzhab lainnya beristidlal
dengan nash al-Qur’an (Al-Maidah ayat 2). Ketika terjadi pertentangan
demikian, maka yang diunggulkan adalah produk hukum yang dicetuskan
dari istidlal dengan nash. Sebab nash merupakan pondasi dasar dari teori
qiyas, terlebih llaaq sendiri adalah turunan darinya.
B. Saran

Memandang bahwa konstitusi mengamanatkan adanya kebebasan beragama,
seyogyanya mempermudah pendirian rumah ibadah non muslim jika telah
memenuhi syarat. Sebab di negeri yang multikultural seperti Indonesia ini, tidak
boleh egois apalagi sindrom mayoritanisme. Sehingga mempersulit pendirian
rumah ibadah non muslim, terlebih kasus ini kerap dijadikan ajang balasan bagi
mayoritas. Yakni siapa yang minoritas di suatu daerah, maka yang bersangkutan
akan dipersulit keberagamaannya.

Berdasarkan fakta tersebut, maka peneliti mengambil posisi dengan
mengikuti madzhab Hanafi. Alasannya adalah nalar hukum yang rinci, yakni
adanya pemetaan terkait sebuah kasus untuk distatusi sebagai i’anah ala al-
ma’siyat (menolong orang lain dalam masalah kemaksiatan) sehingga nanti

berimplikasi hukum haram. Selain itu, peneliti juga mempertimbangkan konteks
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kenegaraan di Indonesia yang sangat multikultural. Terlebih lagi kebebesan
beragama merupakan salah satu amanat konstitusi, sehingga setiap warga negara
harus berupaya merealisasikannya.

Peneliti menyadari bahwasanya penelitian ini belum paripurna, hal ini
disebabkan adanya keterbatasan. Di antaranya adalah peneliti belum menyentuh
ranah metodologis hukum, sehingga peneliti merekomendasikan pada penelitian
selanjutnya untuk mengkaji kasus i’anah ala al-ma’siyat melalui kaedah fikih

atau langsung ke teks-teks keagamaan.
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